
Menteri Perencrnaan Pembangunrn NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPLITUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.Sg/M.PPN/HK / 07 / 2023
TENTANC

KEBUAKAN KEARSIPAN

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Meninrban.g

l\4engin8at

a. bahwa untuk ntendukung trtanajenlen organisasi di

Kenlenterian Perencanaan Pentbangunan Nasional/Badan
Petenc^na^n Pentbangrtnan Nasional dibutuhkan

ketersediaan arsip secara autentik, utuh, dan terpercaya;

b. bahwa untuk Irtetrjatrritr ketersediaan arsip yang autentik,

utuh, dan terperraya diperlukan kebijakan kearsipan yang

sesuai dengan p|insip, kaidah, dan standar kearsipan, sefta

mendinamiskalr sistetrt kearsipan sesuai perkenlbangatr,

ketentuan pemturan pemndang-undangan, dan kebutuhan

organisasi Ketrtenterian Perencana n Pentbangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertinlbanSan seba3aintana dimaksud

dalam huruf a dan hutuf b, perlu nlel'tetapkan Keputusall

Menteri Pert nca tua n Penrbangunan Nasional/ Kep ala Badan

Perencatraan Petttbangut.tan Nasional tetltanS KebUakan

Kearsipan di Kenlenterian Perencanaan Pentbangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

l. Pasal 17 ayat (il) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun I 945;

2. Undang-Undang Nonror I 1 Tahun 2008 tentanS lnlbrrasi
dan Transrksi Elektronik (kntbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tantbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonlor 4843) sebagainuna telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Urldang-Undang Hukum

Pidana



Pidana (l*nbaran Negara Republik lndonesia Tahw 2023
Nomor l, Tambahan Lembaratr Negara Republik Indonesia

Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Ke terbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nonlor 6I, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOB tentang
Kementerian Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nonlor .166, Tambahan kmbaran Negara

Republik lndorresia Nonror 4916);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
152, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
so71);

6. Peraturan Penrerintah Nonlor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang,

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
den8an Peraturan Presiden Nontor 32 Tahun 202"1;

8. Peraturan Prresiden Nomor 8O Tahun 2021 tentallS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2027 tentang Badan

Perencanaall Pentbangunan Nasional;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nontor

41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;

11. Perat:uran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2016 tentaniPedontan Penyusutan Arsipl

12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nontor 9 Tahun
2018 tentang Pedontan Penteliharaan Arsip Dinamis;

13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

14. Perututan Arsip Nasional Republik tndonesia Nontor 6 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektrnnik;

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pentbangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nonror 2 Tahtn 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Kementerian Perencanaan Pentbangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

16. Peraturan ...
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Menetapkan

PERTATlA

KEDL]A

16. Pemturan Menteri Petencanaan Petlbangunan

Nasional/Kepala Badatr Perencanaan Pentbangunan Nasional

Nontor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi d^n Tala Ketl

Kernenterian Per€ncarlaan Pentbangunan Nasional/Badan

Petencanaan Petlbangunan Nasional;

17. Keputusall Mellteri Perettcanaan Penbangunan

Nasional/Kepala Badan Perencatraan Pembangunan Irlasional

Nonror KEP.95/M.PPN/HK/06/20 22 lentang Jadwal Retensi

Arsip Kenrenterian Perencallaan Pembatrgunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

18. Keputusan Menteri Perencanaatr Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor KEP.96/M.PPN/H K/ 06/ 2022 tentang Sistenr

Klasifikasi Keamanatr dan Akses Arsip Dinamis di

Kementerian Perencanaan Pembangltnan Nasional/Badan

Perencanaau Penrbaugunan Nasional;

19. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencauaan Pembatrgutran Nasional

Nomor KEP.97IM.PPN/HK/06/2O22 tentan1 Klasitikasi

Arsip di Kenlenterian Perrencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Peretlcatraan Pembatrgunan Nasional;

MEMTTltISKAN

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANC] KEBUAKAN KEARSIPAN DI KEMENTERTAN

PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menetapkan Kebijakan Kearsipall Kementerian Perencanaan

Pembangunatr Nasional/Badan Perencatraan Pentbangunan

Nasional yaltS selanjtttnya disebut Kebijakan Kearsipan

sebagairnaua tercanttlrll dalam Lampiran Keputusan itli.

Kebijakan Kearsipatr seba:(aimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA terdrri atas:

a- Bab I Pendahuluanl

b. Bab Il OlSanisasi KearsiPanl

c. Bab lll Pengelolaan Arsip ftinanris;

d. Bab IV Petttbinaan KealsiPan;

e. Bab V Sumber DaYa KearsiPan; dan

f. Bab VI Penutup.

Sebagaintana ...
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KT]TIGA

KEEMPAT

Sebagainrana tercantum dalam Lampiran Keputusan yanS

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Kebijakan Kearsipan di
Kenlel'rterian Pelencanaan Perrrbangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangurran Nasional ditetapkan oleh Sekretaris
Kementerian Perellcanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris
Utama Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakafta
pada tan4lal 25 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSL) MONOAFJA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PTN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.Sg/M.PPN /HK/ 07 / 2023
TANGGAL 25 JUL| 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakan53

tl

Unrlang Undang Notnor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan d,an peratvran
Penrerirrtah Republik Indo.esia Nomor zg rahun 2012 tentang pelaksanaan Undanlg

Llndang Nomor 43 Tahurr 2OO9 tentang Kearsiparr mengatur agar setiap lernbaga
negara wajib menunjukkan tangS;ung jawab dalant p.r.ryelengga"aar., ker"siprr., yrng
tneliputi kegiatan penetapan kebijakan, pernbinaan Kearsipan, dan pengelolaan
Kearsipan. Penyelenggaraan Kearsiparr antara lain bertujuan untuk rnlnjamin
ketersediaan Arsip yang autentik, utulr, dan terpercaya sebagai alat bukti yarig sah
sefta rnenjarnin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal d.an pemantaatan i.rsip
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan. pengelolaan Arsip yang
andal akan *remudahka. penernrarl kembali dan penyajian infbrmasi dari ersip
tersebut secara cepat dan akurat. Arsip yang dikerota dengan balk akan memastikan
bahwa yang tersimpan adalah Arsip yang benar dall tepat serta akan mengurangi
penumpukan Arsip yang ticlak diperlukan.
Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggara an negara dan pemerintahan
yatrg baik dan bersih, serta peningkata, kualitas pelayanan publik nrelalui
pengelolaan Arsip di Kelrlenterian perencanaan Fembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pemba.gunan Nasional diperrukan suatu kebijakan untuk mengatur
tentang penyelenggaraan Kearsipan secara andal dan sistematis yang mengacu-pad,a
peraturan perundang-un d.angan. f)er-rgan tersedianya kebijakan ini, setiaf upuiutu,
ne.gara di Kernenterian Perencanaan pembangunan Nasional/Badan perencanaan
Pemban;gunan Nasio.al dapat nrengg,naka..ya sebagai acua^ pengeloraa. Arsip di
unit or5;anisasi masing-nrasing sehin5pga tuj,an yang diarnanatka. dararn U.dang-
Undanlg Nomor 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan bisa ter.wujud.

Maksucl dan Tujuan

Maksud disusunnya Kebijakan Kearsipan di Kementerian perencanaan pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional ini adalah untuk meningLtkan
mutu penyele nggaraan kearsipan yang nrampu menclukunlg peningkatan dan
pencapaian kinerja manajemen di seluruh unit pengolah Kementerian perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan perencanaan pembangunan Nasional.
Tujuan Kebijakan Kearsipan ini adalah untuk rnemberikan acuan seluruh unit
pengolah clalam penyelengg araan kearsipan Kenlenterian perencanaan pembanlguna n
Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional, yang mampu merijamin
ketersediaan Arsip yang autentik, tetpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin
terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal, dan meningkatkan kualitas pelayanan
prrblik dalam pengelolaan serta pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya
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melalui keseragaman, keteraturan, dan kelancaran pelaksanaan keSgiatan Kearsipan
bagi seluruh unit organisasi di Kementerian Petencanaan Pembanganan
Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional.

Cl. Sasaran

Sasaran yang inSin dicapai rnelalui Kebijakan Kearsipan irri meliputi:
1. terciptanya keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kearsipan

mulai dari tahap pe.nciptaan Arsip, rr-n4g:ur.aan dan pemeliharaan Arsip, sampai
penyusutan Arsip;

2. terjaminnya keantanan, keutuhan, dan kerahasiaan bahan - bahan berupa Arsip-
Arsip Negara atau kedinasan;

3. terciptanya kemudahan penSawasan dalarn pengelolaan intbrmasi tertulis dan
elektronik; dan

4. terselamatkannya Arsip Negara sebagai bukti pertan gfungJawaban nasional,
menrori lentbaga, dan memori kolektif bangsa.

D. Asas dan Penetapan Kebijakan Kearsipan

Kebijakan Kearsipan Kerrrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional rnenllanut Asas Gabungan, yaitu Asas

Sentralisasi dan Asas Desentralisasi, sebagai berikut:

sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kearsipan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang mencakup:

a- pembakuan sistem Kearsipan;

b. pembinaan dan konsultasi Kearsipan;

c. pengetrdalian sistem Kearsipan secara menyeluruhl

d. penyimpartan Arsip Inaktif;

e. pelaporan dan penyerahan arsip teriaSa;

f. pemusnahan Arsip yang nvrsa retensinya habis dengan keterangan musnah
pada.JRA;

g, penyerahan arsip statis; dan

h. alih media dan penyimpanan hasil alih media; dan

2. desentralisasi dalam pelaksanaan pengendalian proses tindak lanjut pengolahan

informasi, pengelolaarr Arsip Aktif, penyimpanan dan pemeliharaarr arsip vital
dan arsip terjaga, pemindahan arsip, menjaga autentisitas arsip, pemusnahan non

arsip, dan duplikasi di masing - ntasing LInit Pengolah.

Kebijakan Kearsipan di Kernenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melaiui Keputusan Menteri
Perencamaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSunan

Nasional dat1 sepenuhnya nrerujuk kepada p€raturan perundang- un dangan- Petunjuk
Teknis Pelaksa naan lraruLs merujuk kepada keL'ijakan yang telah ditetapkan dalam

Keputusan Menteri ini dengan lnemperhatikan aspek teknis dan kondisi di setiap unit
pelaksana kebijakan melalui pengesahan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan

I



Pertrbangunan
Nasional.

,3-

Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Petnbar.gun^n

f,. Defirrisi

1. Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Baclan Perencanaan Penrbangunan Nasior.ral adalah
keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pernbinaan Kearsipan, dan
pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber
daya manwsia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya clisebut Kelnenterian PPN/Bappenas
adalah Keme n terian /Radan yan5i rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pe.rencanaa n pembangunan nasional.

3. Kearsipan adalah hal-kral yang berkenaan clengan Arsip Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Arsip Nasional Republik Indonesia aclalah lembaga kearsipan berbentuk lembaSa
pemerintah non kernenterian yang melaksanakan tugas neSara di bidang
Kearsipan dan berkedudukan cli ibu kota neSara.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalamberbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dlbuat
dan diterima oleh lembaga ne1ata, pemerintahan daetah,lenrbaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Arsip Kementerian PPN/Bappenas adalah rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dlb:uat dan diterima oleh Kementerian
PPN/Bappenas dalarn pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsq dan
betnegara-

7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
Kementerian PPN/Rappenas dan disirnpan selama jangka wakttl tertentu.

8. Arsip Aktif adalah arsip yang trekuensi pengSunaannya tinggi dan/ atau tetus
menerus dan berada pada lJnit Pengolah dan disimpan pada Sentral Arsip Aktif
(C:bntral Filc').

9. Arsip lnaktif aclalah Arsip yang frekuensi penSgunaannya telah menurun.
1O. Arsip Vital adalah Arsip ya ng keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi

kelangsungan operasional Kementerian PPN/Bappenas , tidak dapal diperbarui,
dan tidak tergantlkan apablla rusak atau hilang.

11.Arsip Teqaga adalah Arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungatr hidup bangsa dan negara yatrg harus dijaga keutuhan, keamanan
dan keselamatannya.

12. Arsip Etektronik adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan ditetima dalarn
format elektronik atau Arsip hasil alih media.

13. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkatr oleh Kementerian PPN/Bappenas
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan diperrnanenkan yanS telah diveritikasi baik secara langsung
lnaupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan disimpan di
Arsip Nasional Republik Indonesia.

14.Nilai Guna Arsip adalal:. nltai Arsip yang clidasarkan pada kegunaannya bagi
kepentingan pengguna Arsip.

15.Asas f)esentralisasi adalah pengelolaan Arsip yang dilakukan oleh masing-
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masing Unit Pengolah.
15.Asas Sentralisasi adalah pengelolaan Arsip yang dilakukan terpusat di Unit

Kearsipan.
17. Asas Cabungan adalah asas pengelolaan Arsip {aabungan antara asas serltralisasi

dan asas desentralisasi.
'[,8.'lala Naskah Dinas adalah peng tLlran tentang jenis, susunan dan bentuk,

penlbl;'atan dan pengaraanan, pejabat penandatanganan, dan pe'ngendalian yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan,

19. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil
pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian PPN/Bappenas menjadi beberapa
kategori unit int'ormasi Arsip.

2O.Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyilnpanan atau. retensi, jenis Ar.sip, dan keterangan yanS berisi
rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai
kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman pen)'usutan
dan peny elarnatan Arsip.

21. Klasifikasi Keamanan Arsip f)inanris adalal't pengkateSorian
pengelompoka n/ penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat
keseriusan dampak yang ditirnbulkan terhadap kepentingan dan keamanan
negara, publik, dan perorangan.

22. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkateqorian pengelompokan
pengaturan ketersediaan Arsip f)inamis sebagai hasil dari kewenangan hukurn
dan otoritas legal Kementerian PPN/Bappenas untuk mempermudah
pemanfaatan Arsip.

23. Pencipta Arsip adalah pihak yang mernpunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanpp;ur,g jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis di Kementerian PPN/Bappenas.

Z4.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kementerian PPN,/Bappenas yang
mempunyai tugas dan tanSgunS jawab rnengolah semua Arsip yang betkaitan
dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

2s.Unit Kearsipan ada\ah satuan kerja pada Kementerian PPN/Bappenas yang
menrpunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan
lembaga, yaitu Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas.

26. Sentral Arsip Aktif (c-entral File) adalah tempat penyimpanan Arsip Aktif
Kementerian PPN/Bappenas yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara

efisien, efektif, dan antan.
2T.Sentral Arsip Inaktif (Records c-enbi adalah ruang atau gedun.g yang didesain

dan ditata serta dilengkapi dengan t:r'talatar. Kearsipan untuk menyimpan dan
mengelola Arsip Inaktif Kementerian PPN/Bappenas.

29.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip f)inamis secara

efisien, et'ektif dan sistematis meliputi penciptaan, penSSunaan dan
pemelll:ar aan, seda penlrusutan Arsip.

29. Pemellharaan Arsip f)inamis adalah kegiatan meniaga keutuhan, keamanan, dan
keselamatan Arsip baik tisik mattputr intbrmasinya yang meliputi kegiatan
pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip
Inaktif, dan alih media Arsip.

30. Pemeliharaan Arsip Aktit' adalah salah satu proses pengelolaan arsip yang

ditakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif.
31. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang

tersusun secara sistematis dan logis sesuai detrgan konteks kegiatannya sehingga
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menjadi satu berkas karena memiliki hubungan intbrmasi, kesamaan ienis atau
kesamaan masalah dari suatu Unit Pengolah.

32.Pemeliharuan Arsip Inaktif adalah salah satu proses pengelolaan Arsip yang
dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif.

33.Alih Media Arsip adalah pengallhan media baik di atas kerfas maupun sarana

lainrrya ke dalam media elektronik atau rnedia lainnya dalam rangka
rnemudahkan akses Arsip.

34. Konversi adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau beita dari
format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi,
disimpan, dikelola, dan didistribusikan.

35. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pe gurangan jumlah Arsip clengan cara
pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan
Arsip yang tidak merniliki nilai guna, dan penyetahan Arsip Statis kepada Arsip
Nasional Republik Inclonesia.

36. pemindahan Arsip Inaktif adalah salah satu kegiatall meminclahkan Arsip Inaktif
dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan setelah melalui seleksi/pemilahan
berdasarkan pada ladwal Retensi Arsip.

37. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan Arsip yang tidak mempunyai
nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penytmpanan.

38. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan menyerahkan Arsip yang mempunyai
nilai guna bagi kepentingan nasional dari Unit Kearsipan ke Arsip Nasional
Republik Indonesia;

39. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan t'ungsional tedentu yang

mempunyai ruang linS;kup t'ungsi, dan tugas tang8un8 iawab, dan wewenang
untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintah
Daerah, Pemerintah f)esa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

4O. Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang

diperoleh rnelalui pendidikar-r lormal dan/ atau pendidikan dan pelatihan
Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, clan tan88un8 jawab melaksanakan

kegiatar-r Kearsipan.
41. Pen5;elola Arsip adalah seseorang yal18 melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip

dan memiliki kompetensi teknis di bidang pengelolaan Arsip.

42. Sekretaris adalah seseorang yang melaksanakan tugas kesekret atiatan dan

memiliki kompetensi teknis di bidang kearsipan.

43. pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara
prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan dengan penyelenggaraan Kearsipan'

44. Sunrber daya kearsipan adalah dukungan tetl:radap sistem kearsipan nasional

berupa sumber daya manusia, prasatana dan satana, organisasi kearsipan dan

pendanaan.
45. Registrasi Arsip adalah kegiatan pencatatan Arsip yan I dibv^t atau diterima oleh

Kementerian PPN/Bappenas ke dalam sistem kearsipan.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Kersipan ini terdiri dari 5 (iima) bab sebagai berikut:

.l . Bab I Pendahuluatr, meliputi latar belakang, maksud dan tujtan, sasaran,

asas kebijakan kearsipan dan penetapan kebijakan kearsipan, serta definisi dan

ruang lingkup;

2. Bab II Organisasi Kearsipan meliputi Unit Kearsipan clan Unit Pengolah
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dengan uraian masitrg-masin3 kedudukan, tugas dan langgung jawab;

3. Bab III Pengelolaan Arsip Dinamis, meliputi kebijakan, tujuan, lingkup
kegiatan, ketentuan umum pengelolaan Arsip Dinamis, ketentuan pengelolaan
arsip aktif, ketentuan pengelolaan arsip inaktif, program Arsip Vital, ketentuan
pengelolaan arsip teda8a, pen8elolaan Arsip elektronik, penyrrsutan Arsip, dan
pemeliharaan dan pengamanan arsip dirramis;

4. Bab lY Pembinaan Kearsipan, meliputi asas, tujuan, kebijakan,
pengembangan SDM Kearsipall, koordinasi penyelenggaraan Kearsipan,
pen)rusunan pedoman dan standar Kearsipan, pelatihan Kearsipan, sosialisasi
Kearsipan dan bimbingan teknis Kearsipan, pengawasan Kearsipan;

5. Bab V Sumber Daya Keatsipan,, tneliputi sumber daya tnanusia kearsipan,
prasarana dan satana kearsipan, serta Wndar.aan; dan

6. Bab VI Penutup.
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BAB II

ORGANISASI KEARSIPAN

A. Unit Kearsipan

Kedudukan Unit Kearsipan
Unit Kearsipan berada dan melekat pada Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas
yang funlgsinya dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan
Tata U saha Pimpinan.

2. Tugas Unit Kearsipan
a. merancang pedoman Kearsipan dan sistem Pengelolaan Arsip Dinarnis

Kementerian PPN/Rappenas;
b. menerima pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di lingkungan

Kementerian PPN,/Bappenas;
c. menyimpan ) tnenata, lnemelihara, dan memberikan pelayanan Wnqgunaan

Arsip lnaktif di Sentral Arsip lnaktif (Recor.ls Li:ntci;
d. rnemtasilitasi penyimpanan, pemeliharaan,dat pelayanan Arsip Vital Tertentu

clan Salinar1 Arsip Vital Unit Pengolah;
e. rnelakukan pmantawan/ynSawasan terhadap Arsip Vital di seluruh Unit

Pengolah;
f. melakukan identifikasi, pelaporanl dan penyerahan salinan autentik dari

naskah asli Arsip Terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
g. melaksanakan pemusnahan Arsip yang sudah habis masa retensinya dan

berketeranlgan musnah sesuai Jadwal Retensi Arsip, setelah rnendapat
persetujuan tertulis Kepala Arsip Nasional Republik lndonesia dan Penetapan
Menteri/ Kepala;

h. melaksanakan penyerahan Arsip Statis kepada Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia;

i. nrelaksanakan pembrnaan kearsipan dan evaluasi secara menyeluruh di
lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas;

j. melaksanakan pe(urntauan dan pengawasan internal Kearsipan di lingkunSan
Kementerian PPN/Bappenas;

k. men5;amankan dan menyelamatkan Arsip unit organisasi yang mengalami
pentbahan / penryBantiarr/ penShapusan/pelebutan dalam struktur organisasi;

l. melakukan pengolahan dan penyajian Arsip rnenjadi intbrmasi dalam Sistem

Kearsipan Nasional (SI(N) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN);

dan
m. melaksanaka n pembinaan sistem dan teknis Pengelolaan Arsip Dinamis secara

menyeluruh di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

3. Tanggung Jawab Unit Kearsipan
a. bertanggun g jawab atas teltib penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan

Kenlenterian PPN/BapPenas;
b. bertan5gunS jawab atas terlaksananya pembinaan penyeler.49ataan Kearsipan

di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
c. bertan:#lung jawab atas terlaksanafiya pengawasan Kearsipan internal

teflradap penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian

Secara fungsional organisasi Kearsipan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas,
drbagi menjadi 2 (dua) unit, yaitu:



R. Unit Pengolah

Tugas llnit Pengolah
Unit Pengolah yaitu satuan kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengendalian proses tindak lanjut pen5;olahan informasi naskah

dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan masing - masin8 Unit Pengolah;
b. melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan fisik dan

informasi Arsip Vital dan Arsip Terjaga berdasarkan pelr.anta:uar. Unit
Kearsipan;

c. melakukan identitikasi dan penyusunan Daftar Arsip Vital dan Arsip 'letjaga;
d. nrelaporkan dan menyerahkan Daftar Arsip Vital dan Arsip -le4aga sefia

disertai copy salinan yar18 telah melalui proses autentikasi ke Unit Kearsipan;
e. menyimpan dan mengamankan Arsip Aktif yar.g sedang

diproses/ditinda klanj rrtil
f. melakukan pemusnahan untuk non Arsip dan duplikasi yang ada di Unit

Pengolah;
g. melakukan pemberkasan Arsip Aktif;
h. melakukan penataanl penyimpanan, dan pelayanan peminjaman Arsip Aktif;
i. menprstrn Datlar Arsip Aktif dan melaporkan ke Unit Kearsipan secara rutin

minimal 6 (enam) bulan sekali;
j. melakukan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku; dan
k. menjaga autentisitas Arsip yang diciptakan.

2. Unsur Unit Pengolah
Unit Pengolah terdiri dari unsur Pimpinan, Pelaksana, dan Atsiparis/ Pengelola

Arsip/Sekretaris yang ditufljuk dengan masing-masing kedudukan, ttgas, dan
tanggwg jawab.

a. Pimpinan Unit Pengolah
1) Kedudukan

Pimpinan Unit Pengolah yaitu pimpinan di semua tingkatan Unit Pengolah,

yang lerdiri atas:

1
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PPN/Bappenas;

d. berlanggun g jawab atas terirnplementasikannya kebijakan kearsipan di
lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;

e. bertanggung jawab terhadap pengendalian Arsip Aktif di Unit Pengolah
meliputi koordinasi pelaporan Daftar Arsip Aktif dari Unit Pengolah ke Unit
Kearsipan;

f. bertanggung jawab atas pengelo1aa11 Arsip Inaktif di Sentral Arsip Inaktif
(Records C-ente) tneliptrti penataan:, penyintpanan, pengendalian, pelayanan,
dan petnellk.araanl

g. berlanggung jawab atas pelaksatraan alih media Arsip;
h. berlanggun g jawab dalam penyimpanan dan pemellharaan Arsip hasil alih

media;
i- bertallgSunS jawab atas pelaksanaan pemusnahan Arsip yang tidak memiliki

nllai grna dan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip serta sesuai dengan prosedur
dan peratwan perundang-un dang;an; dan

j. bertanggun g jawab atas penyerahan Arsip Statis (bernilai kesejarahan) dan
nilai kepentingan nasional ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
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a) Menteri/Kepala;
b) Wakil Menteri;
c) Sekretaris Kementerian,/Sekretaris Lltama/ Deputi/ Staf Ah,li/ /

Inspektur Utanta; dan
dJ Direktur/ Kepala Biro/ Inspektur/ Kepala Pssat/ Satuan Kerja.

2) Tugas Pimpinan Unit Pengolah:

a) menyelesaikan proses kerja yang menghasilkan Arsip;

b) rnelakukan kontrol dan pengendalian penSelolaan Arsip Aktif;

c) memberikan perintah simpan (tanda pelepas) terhadap Arsip yang
sudah selesai diproses;

dJ melakukan pengelolaan Arsip Dinands dan perubinaan Kearsipan di
lingkungan kerja masing- rnasirrg;

e) melakukan kontrol terhadap Arsip lnaktit'yang akan dipindahkan Ke

Unit Kearsipan; dan

fl menyampaikan Daftar Arsip Aktif kepacla Unit Kearsipan sesuai
wilayah kewenangannya secara rutin 6 (enam) bulan sekali.

3) Tanggung Jawab Pimpinan Unit Pengolah:

a) berlangSung jawab untuk menjaga autentisitas Arsip yang diciptakan;

b) bertanggung jawab untuk petnberkasan Arsip Vital dan Arsip Terjaga;

c) bertanggung jawab terhadap pengelolaan Arsip Al:tif dan pembinaan
kearsipan di lingkungan Unit Pengolah masing- masing;

d) bertanggung jawab dalam pengendalian Arsip Inaktif yang akan
dipindahkan ke Unit Kearsipan; dan

e) bertanggun g jawab terhadap pemindahan Arsip Inaktif ke Unit
Kearsipan.

b. Pelaksana Unit Pengolah

1) Kedudukan Pelaksana Unit Pengolah:
Pelaksana Unit Pengolah yaitu pimpinan yatrg melaksanakan tindak lanjut
inforn.nsi dan disposisi atasatr langsutrg sesuai tinSkatan Unit Pengolah,
yang terdiri atas:
a) Wakil Menteri;
b) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/ Deputi/Staf Ahli/ /

Inspektur Utatna; dan
c) Direktur/Kepala Biro/ lnspektur/ Kepala Pusat/ Satuan Keda.

2) Tugas Pelaksana Unit PenSolah:
a) melakukan kegiata penyimpanatr, perr.elihataan dan pe.ngamanan

Arsip Rahasia dan Arsip Vital serta Arsip Terjaga;

b) menyimpan dan mengamankan Arsip yang sedang diproses atau
ditindaklanjuti; dan

c) memberikan perintah simpan (tanda Pelepas) terhadap Arsip yang

selesai diproses.



-10-

3) Tanggung Jawab Pelaksana Unit Pengolal.r:
a) bertanggungtrawab atas penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan

Arsip rahasia dan Arsip Vital sefta Arsip Terjaga; dan

b) bertanSgungtrawab atas penyimpanan dan pr-ngarr.ar.ar. Arsip yang
sedanSq cliproses/ditindaklanjuti dan Arsip yang telah selesai.

3. Arsiparis/Pengelola Arsip/Sekretaris
Kedudukan
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip Aktif setiap Unit Pengolah
Pimpinan Tin5gi Menteri/Kepala, Pirnpinarl Tinggi Madya, Pirnpinan Tinggi
Pratatna merniliki Sentral Arsip Aktil (Cbntral Filc) yang standar *bagai tefipat
penyimpanan Arsip aktif di tiap tinSkat Unit PenSolah tersebut. Sentral Arsip Aktif
(C-cntral File) dikelola oleh Arsiparis/ Pengelola Arsip/Sekretaris di masing -
masinS Unit Pengolah.

a. Tugas Arsiparis/Pengelola Arsip/Sekretaris:
1) menerima clan rnenyimpan berkas kerja yang rnasih dalam proses;

2) memberkaskan, mencatat, membuat daftar berkas, dan daftat isi berkas
yang sudah selesai proses;

3) menyimpan Arsip Aktif;
4) r.tremberika n layanan Arsip Aktif dengan cepat., tepat, dan benarl
5) rnengirinrkan Dattar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan f)aftar

Isi Berkas secara mtin minimal 6 (enarn) bulan sekali ke Unit Kearsipan;
6) melakukan pengecekan secara rutin Arsip yang disirnpan sesuai Jadwal

Retensi Arsip;
7) melakukan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan; dan
8) nrelakukan pernusnahan utrtuk non Arsip dan duplikasi yang ada di Unit

Pengolah.
b. Tanggtng Jawab Arsiparis/Pengelola Arsip/Sekretaris:

1 ) bertanggun g jawab dalam pemberkasan Arsip Aktif;

2) betanggung jawab dalam rnenyimpan dan nteniaga keamanan Arsip Aktif
di lingkungan Unit PenSolah;

3) beftan5g5gun g jawab dalam rnenyimpan dan menjaga keamanan Arsip Aktif
di Sentral Arsip Aktif (cbntral File) Unit Pengolah masing-masingl dan

4) bertanggung jawab atas pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke

Unit Kearsipan.
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BAB III

PENCELOLAAN ARSIP DINAMIS

A. Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinarnis

Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian PPN/Bappenas, meliputi:
I . perumusan dan Wnetapatl Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian

PPN/Bappenas;
2. pengelolaan Arsip Dinamis disusun dari hasil analisis kegiatan Unit Pengolah dan

ditetapkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, standar
penyelenggaraan Kearsipan, standar lain yang terkait, dan praktik terbaik;

3. penetapan Pengelolaan Arsip Dinamis berbasis pada komitmen pimpinan, baik
secara marlual maupun secara elektronik untuk melakukan perbaikan yanS
berkesinambu n gan (continual inprovcmcnfl dengan pendekatan PDCA (Plan, Dq
C-hack, Action) pada setiap kegiatan operasionalnya;

4. pengelolaan Arsip Dinamis ditetapkan oleh Menteri at^u Wj^bat yang ditunjuk
dan disosialisasikan ke seluruh tingkatan Unit Pengolah Kementerian
PPN/Bappenas; dan

5. pengelolaan Arsip Dinamis harus ditinjau kembali untuk menjamin agar selalu
sesuai clenSan kebutuhan lembaga.

B- Tujuan Pengelolaan Arsip Dinarnis

Tujuan Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas adalah:
1. menjamin terlaksananya proses terciptanya Arsip dari kegi atan yang dllakukan oleh

seluruh Unit Pengolah;
2. menjamin terlaksananya proses layanan ketersecliaan Arsip yang autentik, utuh,

clan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin proses terwujudnya sistern pengelolaan Arsip yang andal dan

pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanganl
4. menjamin terlaksananya proses penyela fiiatan dan pergalr.an an Arsip sebagai

bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan tungsi; dan
5. menjamin proses meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan

Wrnanfaatan Arsip yang autentik, utuh, dan terryrcaya.

C. Lingkup Kegiatan Pengelolaan Arsip f)inamis

Pengelolaan Arsip Dinamis merupakan proses pengendalian Arsip Dinamis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi kegiatan:
l. Pengelolaan Arsip Aktif;
2. Pengelolaan Arsip Inaktif;
3. Program Arsip Vital;
4. Pengelolaan Arsip Terjaga;
5. Pengelolaan Arsip Elektronik ;
6. Penlrusutan Arsip; dan
7 . ?emeliharaan dan Pengamanan Arsip.
Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh Pimpinan, Pelaksana, Arsiparis/
Pengelola Arsip/Sekretaris yang ditunjuk berdasarkan kompetensi di bidang
Kearsipan.
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D. Ketentuan Ulnum Pengelolaan Arsip Dinamis

Caris besar dalam pengelolaan Arsip f)inamis ad,alah sebagai berikut:
l. Setiap Urlit Pengolah di lingkurlgan Kelllenteriall ppN/Bappenas dalam melakukan

kegiatan penciptaan Arsip agar dilakukan dengan baik dan benar sesuai norma,
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Kearsipan yang diatur dalafi pedoman'lata
Naskah Dinas;

2. Unit Pengolah mengelola Sentral Arsip Aktil (c|,ntral F c) unfuk menyediakan
layanan penqSunaan Arsip dengan rnemperhatikan ketersediaan dan autentisitas
Arsip dan berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

3. Unit Pen5golah bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan Arsip Aktif dan
LInit Kearsipan bertanggun:{ jawab untuk rnelakukan pemeliharaan Arsip Inaktit'-
Selurtrh kegiatan pemeliharaan Arsip f)inarnis clilakukan dengan merujuk kepada
peraturan perundanll-un da:ngan1, clan

4. Kegiatan pen).usutal1 Arsip cli Llnit Pengolah dilaksanakan dengan asas
Desentralisasi kegiatan di Unit Pengolah terbatas pada pernusnahan Arsip
duplikasi dan non Arsip, serta pemindahan Arsip lnaktif ke Unit Kearsipan. Asas
Sentralisasi penyusutall Arsip rnelalui kegiatan pentusnahan Arsip dan
penyerahan Arsip Statis berada di Llnit Kearsipan.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Arsip Dinamis secara teknis akan diatur
lebih lanjut dalam prosedur pengelolaan Arsip f)inamis.

E. Ketentuan Pengelolaan Arsip Aktif

Karakterisik Arsip Aktif rneliputi:

a. umum yaitu sifat Arsip Aktif yang harus mencerminkan secara benar hal yang
dikomunikasikan atau ditentukat\ atau tindakan yang telah diambll;

b. autentik/asli yaitu Arsip Aktif yang clapat dibuktikan maksud sebenarnya yang
tertulis, diciptakan, dan dikirinr oleh pihak yang berwenang untuk nlencipta
dan mengirimkan, diciptakan, dan dikirinl pada waktu yang ditetapkan;

c. andal/ rcliable yaitu Arsip aktif yang isinya clapat dipercaya sebagai
representasi akurat, sehingga kegiatan atau t-akta yang dapat dibuktikan dan
didasarkan pada seluruh transaksi dar, kegiatan yang berjalar; dan

d. bersitat utuh yaitu karakteristik arsip aktif yarlg mengacu pada kelengkapan
d an keti ad a an perrb ah an.

2. Kriteria Arsip Aktif meliputi:

a. secara langsunlg dan terus rnenerus diperlukan dan digwnakan dalam
penyele n1ryga raa n ad ministrasi;

b. berisi informasi yang relevan clengan aktivitas mutakhir (current activitl); dan
c. disimpan di unit pengolah pada Sentral Arsip Aktif (C-entral File).

3. Penciptaan Arsip

Penciptaan Arsip adalah kelliatan merekam informasi dalam sratu media rekam
tertentu untuk dikomunikasikan dalam rar.rgka melaksanakan t'ungsi dan tugas di
lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Unit Pengolah yan3
pelaksanaarrnya berdasarkan Tata Naskah f)inas dan Sistem Klasifikasi keamanan
dan Akses Arsip Dirumis.

I
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b

a. Pembuatan

Pembuatan surat denlEan memperhatikan hal-hai sebagai berikut:
1) perr-rbuatan naskah dinas dilaksanakan oleh Unit Pengolah sesuai dengan

tugas dat fungsi pokok kernenterianl
2) arsip yang dibuat memiliki isi, struktur, dan konteks;
3) pembtatan Arsip yang dinllai akan rner.jadi Arsip Vital atau Arsip Statis

dilaksanakan dengan media rekam dan peralatan berkualitas baik;
4) pernbr:atan Arsip clilaksanakan berdasarkan tata r.askah dinas, klasifikasi

Arsip, jadwal retensi Arsip dan klasit'ikasi keanlanl.ant dan akses Arsip
untuk memenuhi autentisitas dan reliabilitas Arsip, serta pengelompokan
Arsip sebaSai satu keutuhan informasi;

5) pembuatan Arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan
akses Arsip untuk menentukan keterbukaan, keterbatasan) atau
kerahasiaan Arsip sesuai dengan peratLlran perundang-undangan;

6) pembuatan Arsip harus didokumentasikan dengan cara registrasi yang
dilakukan oleh Arsiparis atau pengelola Arsip; dan

7) Registrasi atau pencatatar-r terhadap pembuatan arsip melalui buku
agenda surat keluar baik secara konvensional atau menggunakan aplikasi
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Penerimaan

Penerirnaan Arsip adalah kegiatan menerima surat dinas/ arsip yang
ditujukan ke Kementerian PPN/Bappenas yang berasal dari pihak luar
(organisasi dan/ atau individu) atau penerimaan llaskah clinas internal
Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kementerian PPN/Rappenas- Dalam penerimaan Arsip yang perlu
diperhatikan adalah:

1) penerimaan Arsip dari luar Kementerian PPN/Bappenas diterima oleh
Unit Pengolah yang diberikan tugas sebagai unit khusus penerimaan
arsip Kenlenterian PPN/Bappenas;

2) arcip yang diterima dalam kondisi aman, tep at,lengkap, dan jelas tetbacal
3\ arcip dianggap sah setelah diterima oleh petugas Arsip dar. atau pellerima

yanS berhak;
4) penelmaan Arsip itu harus didokumentasikan der.gan cara diregistrasi

oleh unit yanS rnewadahi t'ungsi persuratan untuk kemuciian
ditindaklanjuti oleh Unit Pengolah; dan

5) pendokumentasian penerimaan Arsip dilakukan oleh Arsiparis atau
pengelola Arsip unttrk dirawat, disintpan, dan digunakan oleh unit
pengolah terkait.

ReSistrasi

Re5;istrasi Arsip adalah kegiatan pencatatan Arsip yang dlbuat atat diterima
oleh Kementerian PPN/Bappenas ke dalam sistem kearsipan, dengan
menrperhatikan l:.al-hal sebagai berikut:

1) registrasi dilakukan secara lengkap dan konsisten;

2) registrasi dilakukan dengan memberikan kode yang bertuiuan untuk
merekam informasi yang ringkas mengenai Arsip;

3) data registrasi tidak boleh diubah-ubah, namun apablla diperlukan
perubahan karena tetjadi kesalahan teknis,, maka harus dilakukan

c
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pencatatan peruballan;

4) registrasi Arsip clilakukan dengan mencat^t intbrmasi Arsip sesuai
dengan standar metadata kearsipan dan paling kurang terdiri dari:

a) nomor;
b\ tan?Aal registrasi;
c) tanggal Arsip;
d) tanggal penerinraan/ pengirirnan;
e) instansi penerima/pengirim;
O isi ringkas; clan
g) kode klasifikasi; dan

5) registrasi arsip yang tercipta dapat direkam dalam Buku Agenda Surat
Masuk/Surat Keluar atau dalam bentuk lain termasuk yang dllaklukan
rnelalui Aplikasi Urnun.r Bidang Kearsipan Dinamis.

d. Pendistribusian

Pendistribusian Arsip adalah penyampaian Arsip atau pengendalian Arsip
dari satu unit pengolah ke unit pengolah lain di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas, densan memperhatikan:

1) distribusi Arsip dilakukan setelah Arsip yang bersanSkutan dinyatakan
lengkap;

2) distribusi Arsip dilakukan dettgarr cepat,lepat,lerrgkap, dan amanl
3) distribusi Arsip disertai dengan pengenclalian Arsip di lingkungan

Kementerian PPN/Bappenas, antara lain dengan menggunakan lembar
rr-llrgal:rtar surat atau disposisi, dsb.; dan

4) pendistribusian Arsip dilakukan melalui prosedur yaitu:
a) pnyampaian Arsip ke Unit Pengolah di lingkungan Kementerian

PPN/Bappenas sesuai dengan disposisi pimpinan;
b) penyampaian Arsip ke pimpinan; dan
c) pengendalian lerhadap Arsip di lingkungan Kementerian

PPN/Bappenas.

4. Pemberkasan Arsip Aktit'

Pemberkasan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan Klasitlkasi Arsip Kementerian
PPN/Bappenas melalui tahapan sebagai berikut:
a. memeriksa kelerrgkapan berkas arsip aktit dan tanda pelepas, pengindeksan,

pengkodean, tunjuk silang, penyoft iran, pelabelarr, penyi mpana n;

b. memeriksa susunan pemberkasan pada filing cabinet dan/ atau lemari Arsip;

c. mendaftar Arsip Aktif sesuai dengan susurlan pemberkasan;

d. menrbuat f)attar Arsip Aktif yang diSunakan sebagai satana bantu penemuan

kembali Arsip Aktif ;
e. Daftar Arsip Aktif terditi dari daftar berkas dan dattar isi berkas:

7) daftar Berkas sekuran5;-kuratrgnya nlenluat Unit Pengolah, nomor
berkas, kode klasitikasi, uraian infortnasi berkas, kurun waktu, jumlah
dar. keterangan;
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DAFTN R BERKAS

Lrnit Pengolah:

KeteranSan:

d Kolom ( t ), diisi dengan Unit Pengolah dan kop lenbaga;
b) Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas;
c) Kolom (3), diisi dengan kode klasifikasi Arsip;
d) Kolom (4), diisi dengan uraian infornlasi dari berkas Arsip

berdasarkan kegtatan dalam Klasifikasi Arsip;
e) Kolom (5), diisi dengan masalkurun waktu Arsip dicipta;
t) Kolom (6), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip dalam satuan

sesuai dengan jenis Arsip; dan
g) Kolom (7), diisi dengan keteranSarl spesifik darijenis Arsip, seperti

tekstual, kartograf i, audiovisual, elektronik dan digital; dan

2) Dat\ar Isi Berkas sekurang kurangnya memuat nomor berkas, nomor
itcm Arslp, kode klasifikasi, :utaian informasi arsip, tan4gal, jumlah dan
keterangan;

DAFTAR ISI BERKAS

L l'rit Perlgolall:

Keterangan:

a) Kolom ( 1), diisi dengan kop lenrbagal

Kop Su rat (l)
Nomor
Berkas

Kode
Klasifikasi

Uraian
Infbrnrasi
Rerkas

Ku run
Waktu

.lu rnlah Ket

(2) (s) (4) (5 ) (6) (7)

Kop Surat (1)

Ket.JumlahTanggalUtaian
lnformasi

Arsip

Norror
ItemArsip

Kode
Klasif-ikasi

Arsip

Nornor
Berkas

(8)7( )6( )5( )IJ( ) (4)(2)

I

IaTl I
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b) Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas;
c) Kolom (3), diisi detrgan nomor rleni Arsip;
d) Kolom (4), diisi dengan kode klasifikasi Arsip;
e) Kolom (5), diisi dengan uraian informasi dari berkas Arsip

berdasarkan kegiatan dalam Klasifikasi Arsip;
t) Kolonl (6), cliisi dengan masalkumn waktu Arsip dicipta;
g) Kolom (7), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip dalam satuan

sesuai dengan jenis ArsiP; dan
h) Kolom (s), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip, seperti

tekstual, kartograti, audiovisual, elektronik dan digital.

5. Penyimpanan Arsip Aktif dilaksanakan den5;an ketentuan sebagai berikut:

a. setiap tingkatan unit Pengolah menyediakan Sentral Arsip Aktil (c-cntral Filc)

sesuai standar dan ketentuan peraturan perundangan;

b. sentral Arsip Aktif (cbn trat Filc) harus terhindar dari sinar matah^ti
langsung, air, clan tempat lenrbab karena akan mengakibatkan kerusakan
Arsip;

c. penyimpanan Arsip Aktif dilakukan dan menjadi tanggung iawab pada lJnit
Pengolah sebagaimana telah ditetapkan;

d. penyimpanan Arsip Aktif yang telah diberkaskan ke dalam filing
cabinet/lemari arsip sesuai den5;an sarana yarrr tersedia di Unit Pengolah;

e. sarana penyimpanan Arsip Aktif seperti rak Arsip, filing cabiret, map

8antun8, rotary file, dan lain-lain dianjurkan dari bahan metal, hindari rak

Arsip terbuat dari kal'u yang mudah dinlakan rayap, dan mudah terbakaq

f. pemberkasan Arsip Aktif dalarn t'iling cabirlet disesuaikan dengan sistem

penyimpanan berkas yang digunakan dan Klasifikasi Arsip Kementerian

PPN/Bappenas;
g. Arsip dan lampirannya dijaga jangan satnpai terlipat;
h. penyimpanan Arsip dilakukan tidak per lembar tetapi dihimpun dan disusun

secara kronologis (mernberkas) dengan memperhatikan ketentuan

pemberkasan Arsip, lampiran harus disatrrkan, janSan terlep as/ tetpisah, dan

hindarkan pen25lwrraan paper clip, staples, dan binder yang menyebabkan

timbulnya karat;
i. lampiran dengan media berbeda menglgunakan tunjuk silang; dan

j. Arsip Aktif disusun secara kronologis dengan urutan usia nuda dt bagian

depan., dan tua di bagian belakang'

6. Penggunaan/ Peminjaman Arsip Aktif

Arsip Aktif pada dasarnya bersitat tertutup dan hanya pimpinan dan petugas

tertintu yang boleh mengetahui isi inlbrtrrasi Arsip' Layanan peminjaman

merupakan kegiatan mencari dan menemukan Arsip yang disimpan apablla ada

permintaan dari penggwa yang berhak. Sesuai prosedur peminjaman sebagai

berikut:

a. pe.minjaman Arsip dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan

pimpinan yang berwenan8 di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan
jenlang kewenangannya seperli yang diatur dalam rr-rattt'ran perundang-

:undangan;

b. proses Peminjaman ArsiP:



- 17 -

I ) perninjaman Arsip pada prinsipnya tidak clibenarkan kecuali ada izin dati
pimpinan;

2) setiap peminjaman Arsip dilakukan secara prosedurall
3) peminjaman Arsip dilakukan secara terlttlis dan peminjam harus mengisi

lenrbar peminj aman dan rnenandatanganinya;
4) petugas Arsip rnencatat seluruh peminjaman Arsip pada buku

peminjaman/ dan forrnulir peminjaman Arsip;
5) waktu peminjaman ticlak lebih dari 5 (lirna) hari kerja dan dapat

diperpanjang lagi sesuai ketentuan jika masih clipergunakan;
6) penrinjaman Arsip clengan kategori klasifikasi terbatas dan rahasia dapat

dilayani dengan izin khusus dan tidak boleh dibawa ke luar ruangan',
7) Arsip klasifikasi biasa dapat clitbtokopi sesuai dengan kebutuhanl
8) guna menjatnin keabsahan intbrmasi yang tersimpan dalarn Arsip, maka

tbtokopi yang diberikan kepada pengguna hanrs dilegalisasi oleh
pejabat/ penrgas yang ciitunjtlk;

9) legalisasi dapat berupa cap khusus yang berisi pernyataan bahwa isi
informasinya sesuai dengan aslinya; dan

1O) petugas Arsip wajib Inemeriksa Arsip yang dikembalikan baik nomor,
masalah, junllah lembaran darr kondisinya, serta mengembalikannya ke
tempat penyimpanan semula.

Catatan Peminjaman Arsip

F. Ketentuan Pengelolaan Arsip Inaktif

Kniteria Arsip Inaktif rneliputi:

a. Arsip yang frekuensi pen!€unaan untuk penyele n1garaar. administrasi
sudah menurun atal iatang digurtakan;

b. masih mempun yai nllai guna atau masih harus disitnpan sesuai janSka waktu
inaktif sebagaimana tertera dalant Jadwal Retensi Arsip; dan

c. disimpan cli Unit Kearsip an pada Sentral Arsip lnaktif / Rccord Cenlcr.

I

2. Prinsip Pengelolaan Arsip Inaktif

a. Pengelolaan Arsip Inaktif dilakukan dan menjadi tanggung iawab pimpinan
Unit Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas;

b. Ke9iatan awal pen5;elolaan Arsip Inaktif adalah nlenerima pemindahan Arsip
Inaktit' secara prosedural yang berasal dari Unit Pengolah cli masinS-masinS
wilayah kerjanya;

c. Arsip Inaktif yang telah diterima secara prosedural kemudian disimpan di
ruang penyimpanan Arsip Inaktif/sentral Arsip Inaktif (rec'ords centre').

d. Pengelolaan Arsip Inaktif memperhatikan aspek beutuk dan media rekam
Arsip Inaktif; dan

e. Kegiatan pengelolaan Arsip Inaktif meliputi kegiatan penalaan dan
penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi Arsip Inaktif'

No
Nama

Peminjam
Jenis
Arsip

Kode
Arsip

Tanggal
Pinjarn

Tanggal
Kembali

Paraf
Peminjam

Paraf
Kembali



- 18 -

3. Penataan Arsip Inaktit'

a- Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan
asli; dan

b. Wnataan Arsip Inaktif dilaksanakan melalui kegiatan:
1) pengahx'an fisik Arsip;
2) pengolahan informasi ArsiP; dan
3) penyusunan Datlar Arsip Inaktif.

4. Kegiatan PenSaturan Fisik Arsip

Kegiatan pengatLlran fisik Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan diawali kegiatan
pemeriksaan dan verifikasi Arsip yang dipindahkan untuk memastikan
kelengkapan Arsip, kesesuaian fisik Arsip dengan daftar Arsip serta
penyusunan Daftar Arsip Inaktif;

Pengaturan fisik Arsip Inaktif dilakukan dengan ke8iatan penataan Arsip
dalam boks Arsip, penomoran boks Arsip dan pelabelan, serta penSaturan
penempatan boks Arsip pada tempat penyimpanan;

Pengaturan fisik Arsip dilakukan dengan kegiatan:

1) penataan Arsip dalam boks:

a) Wnataan Arsip diketompokkan berclasarkan rnedia simpan dan
sarana penyimpallannya;

b) menempatkan Arsip pada boks Arsip dengan tetap mempertahankan
rr-rrataa:n Arsip ketika masih aktif (aturan asli) dan asal-usul, serta

nrenempatkan lembar tunjuk sllang apablla diperlukan; dan

2) penomoran boks Arsip dan pelabelan

a) membuat label boks Arsip dengan mencantumkan lokasi simpan
Arsip, nomor boks Arsip dan nomor tblder secara konsisten; dan

b) pemberian nomor boks Arsip dilakukan sesuai urutan nomor; dan

3) pengaturan penempatan boks Arsip pada terflpat penyirnpanan sesuai

detrgatr prinsip asal-usul yaitu setingkat unit Pimpinan Tinggi Madya'

5. Pengolahan Informasi ArsiP

a. pengolahan informasi Arsip menghasilkan datlar intbrmasi tematik yanS

paling sedikit memuat judul, pencipta Arsip, uraian hasil pengolahan, dan

kurun waktu.
Pengolahan infbrmasi Arsip dilakukan untuk menyediakan bahan layanan
informasi publik dan kepetrtinlgan internal Kementerian PPN/Bappenas,

clengan cara mengidentit-ikasi dan menghubungkan keterkaitan Arsip dalam

satu keutuhan infbrrnasi berdasarkan Arsip yang dikelola di Unit Kearsipan.

6. Penyusunan f)aftar Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan

a. unit Kearsiparl melrlbuat datlar Arsip Inaktif berdasa rkan daltat Arsip yang

dipinclahkan dari Unit Pengolah;
b. Unit Kearsipan mengolah f)aftar Arsip lr-raktif dengan menambahkan

informasi nomor definitif tblder dan boks Arsip yang diurutkan sesuai

dengan database datlar Arsip Inaktif masing-masing Provenance pencipta

ii

b

C

b
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Arsip.
c. pembaharuan f)aflar Arsip Inaktif dilakukan setiap tetjadi pmindahan,

pemusnahan, dan penyerahan Arsip paling sedikit 1 (satu) tahun sekali'

d, P"r',yrtrr"rr. daftar Arsip Inaktif rtremuat informasi Pencipta Arsip, Unit

Pengolah, nomor Arsip, kode klasitikasi arsip, Jenis Arsip, kurun waktu,
jumlah, tingkat perkembangan, keterangan (media Arsip, kondisi, atau

keterangan lain) nomor detjnitif folder dan boks Arsip, lokasi simpan
(rrrangan dan nomor rak), jangka simpan dan nasib akhir dan kategori

Arsip.

DAFIAR ARSIP INAKTIF

Unit Pengolah:

Kop Surat (1)

KateSori
Arsip

.f angka
Simpan

dan
Nasib
Akhir

Nornor
Detlniti
Folder

dan
Boks
Arsip

Iokasi
Simpa

n

unrlah
Ket

Tingkat
Perkembatr

zan

Jenis
Arsip

Kumn
Waktu

No

si Arsip

Kode
asit'ika

(72\(11)(e) (10)(7) (8)(6)(s)(3) (4)(z)

Keterangan:
1) Kolom (1), diisi dengan kop lembaga;
2) Kolom (2), diisi dengan rTomor urut berkas/Arsip;
3) Kolom (3),diisi dengan kode klasifikasi Arsip;
4) Kolom (4), diisi dengan jenis Arsip;
5) Kotom (5),diisi dengan kurun waktu;
6) Kolom (6), diisi dengan tingkat perkembangan Arsip;
7) Kolom (7), diisi dengan jurnlah Arsip;
8) Kolom (8), diisi dengat media Arsip. Kondisi Arsip, dll;
9) Kolom (9), diisi dengan nomor det'initif folder dan boks Arsip;

10) Kolonr (lO), diisi dengan lokasi simpan yanS; mencakup tuangan dan

nomor boks ArsiP;
11) Kolom (11), diisi dengan jangka simpan dan nasib akhir Arsip; dan

12) Kolom (12), diisi dengan kateSori Arsip yang merupakan Arsip vital,

Arsip Teriaga, dan berketerangan klasifikasi dan keamanan akses

(sangat rahasi a rahasia, terbatas).

7 . Penyimpanan ArsiP Inaktit'

a. Dalam melaks anakan penyimpanan Arsip Inaktif, Unit Kearsipan harus

menyediakatrruangyanlldit.ungsikanuntuksentralArSiplnaktifataugedung
sentral Arsip lnaktil (r.-cord L-cnter).

b. Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan datlar Arsip lnaktif'

Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan melakukan penataan boks

e.sip pactu rak secara bemrut berdasarkan nomor boks dan disustrn berderet

ke samping (vertikal) yang dirrrulai dari rak paling atas dan diatur dari posisi

I

I

I

I

I
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kiri menuju ke kanan.

8. Layanafi Peminjaman Arsip Inaktif

Peminjaman Arsip lnaktif mempakan kegiatan mencari dan menemukan Arsip
yang disirnpan apablla ada perntintaan dari pen88una, sesuai prosedur
perninjanran sebagai berikut:

a. Ketentuan Peminjan.nn.
7) Layanan intbrmasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip f)inamis; dan
2) Layanan perninjaman Arsip dilakukan secara proseclural.

Prosedur Peminjaman.
1) Setiap peminjaman Arsip harus metrdapat izin pejabat pengelola Arsip

yang berwenang dengan men5lisi formulir peminjaman Arsip dan
menandatanganinya.

2) Setiap peminjaman Arsip dilakukarl secara prosedural,
3) Peminiaman Arsip dilakukan secara teftulis dan peminjam harus menSEisi

lembar peminj aman dan menandatanganinya.
4) Petugas Arsip di Unit Kearsipan fi:.encatal seluruh peminjaman Atsip pada

buku peminjaman/fbrmulir peminjaman arsip;
5) peminjaman tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja;
6) peminjaman Arsip klasifikasi terbatas dan rahasia dapat dllayani dengan

izin khusus dan tidak boleh clibawa ke luar ruangan;
7) Arsip klasit'ikasi biasa dapat ditbtokopi sesuai dengan keburuhan;
8) Guna menjamin keabsahan infbrmasi yang tersimpan dalam Arsip, maka

fbtokopi yang diberikan kepada pensSuna harus dilegalisasi oleh

Wiabat / Wtugas yang ditunjuk di Unit Kearsipan.
9) l,egalisasi dapat berupa cap khusus yang berisi petnyataan bahwa isi

informasinya sesuai dengan aslinya.
1O) petugas Arsip di Unit Kearsipan wajib memeriksa Arsip yang dikemballkan

baik nomor, masalah, jurnlah lembaran dan kondisinya, selta
mengembalikannya ke tempat penyintpanan semula.

C. Program Arsip Vital

Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga negara wajib rnembuat Program Arsip
Vital melalui kegiatan identitikasi, perlinclungan, dan pengatnanan, serta
penyelamatan clan pemulihan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pengelola Arsip
Vital yang berada di Sentral Arsip Aktil (Cbntral Filc) pada unit Pejabat Pimpinan
Tinglii Pratama tertentu bekerja sama dengan Unit Kearsipan.

Identifikasi dan seleksi Arsip Vital
Kegiatan identit'ikasi melipttti:
a. Penentuan kriteria Arsip Vital;
b. Analisis organisasi untuk tnenentukan unit-unit

menciptakan Arsip Vital; dan
c. Pendataan dan pengolahan hasil pendataan-

pengolah berpotensi

2. Penentuan dan Pembuatan Daftar Arsip Vital

Pendataan menggunakan tbrmular standar sesuai ketentuan dari pengolahan

l.r

I
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dilakukan melalui analisis hukum dan analisis resiko.

DAF| AR ARSIP VITAL KE]\,IENTERIAN PI'N / T]APP}]NAS

KeteranSan:
a. Kolom (1), diisi dengan nomor urut Arsip Vital;
b. Kolom (2), cliisi dengan jenis Arsip Vital yang telal:. didata;
c. Kolom (3), diisi dengan unit pencipta Arsip Vital;
d. Kolom (4), diisi dengan tahun Arsip Yital tercipta;
e. Kolorn (5), diisi dengan jenis media rekam Arsip Vital;
f. Kolom (6), diisi dengan banyaknya Arsip Vital, misal 1 berkas;
g. Kolom (7), diisi dengan batas waktu (retensi) sebagai Arsip Vital;
h. Kolom (8), diisi dengan jenis metode perlindungan sesuai kebutuhan tnedia

simpan yang digunakan; dan
i. Kolom (9), diisi dengan tempat Arsip Vital disimpan. Kolom (1O), diisi dengan

inlbrmasi spesifik.

3. Perlindung an dan Pengamanan

Program perlindungan dan per.gamanan Arsip Vital dilakukan menSgunakan
metode duplikasi dan dispersal (pemencaran) Arsip, Wfgamanan fisik Arsip,
per.galr.anan informasi Arsip dan penyimpanan Arsip pada tempat khusus.

Penyelarnatan dan Pemulihan

Kegiatan penyelamatan dan pemulihan dilakukan khusus pasca bencana atau
musibah melalui evaluasi, rehabilitasi kondisi Arsip, dan rekonstruksi tempat
simpannya.

Panitia Pelaksana Program Arsip Vital perlu dibentuk berdasarkatr Keputusatr
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional./Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota panitia kerja terdiri
dari pejabat yang mewakili Llnit Kearsipan, unit hukum, unit pengawasan, unit
pengelola aset dan Llnit-unit lain yang potensial menghasilkan Arsip Vital.

Kegiatan Program Arsip Vital dapat dilakukan ataLl drtrr.jau setiap 5 (lima) tahun
sekali. Standar pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Vital disusun der.gar.
memperhatikan peraturan dan undanSl-undang yang terkait.

5. Akses Arsip Vital
Arsip Vital pada dasarnya adalah Arsip Dinamis yang penSgun aannya terbatas
untuk lingkungan Kementerian PPN/Bappenas namun demikian, akses terhadap
Arsip Vital dapat dllakukan setelah mendapat tzin pejabat yang berwenafiS dalarn

4

No Jenis
Arsip
Vital

Unit
Pengola
11/

Unit
Kerja

Kurun
waktu

Meclia Jumlah Jangka
Simpa
n

Metode
Perlindung
an

Lokasi
Simpa
n

Ket

(1) (2) (s) @) (s) (6) (7) (8) (e) (1o)

I
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pengelolaan Arsip. Akses lerhadap Arsip Vital juga didasarkan kepacla Sistem
Klasitlkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana ditetapkan oleh
Keputusan Menteri.
Prosedur pelaksanaan kegiatan progranr Arsip Vital secara teknis akan diatr:-r
lebih lanjut dalam prosedur progranl Arsip Vital.

H. Ketentuan Pengelolaan Arsip Terjaga

Kementerian PPN/Bappenas wajrb menjaga keutuhan, keantanan, keselarrtatan Arsip
Dinamis yang masuk dalam kategori Arsip Terjaga. Pengelolaan Arsip'fetjaga adalalr
keSiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan pe.nyerahan Arsip Terjaga yang
dilaksanakan oleh Pengelota Arsip Terjaga yang berada di Sentral Arsip Aktif (Cbntral
File) pada unit pengolah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratanta tertentu bekerja sama
dengan Unit Kearsipan.

1 . Identifikasi Arsip Terja.ga

Kegiatan Identifikasi Arsip Te{aga meliputi:
a. analisis fungsi organisasi;
b. Wndataan Arsip; dan
c. pengolahan data.

2. Pemberkasan Arsip Terjaga

3. Pelaporarr Arsip Terjaga

a. Prosedur pelaporan Arsip Terjaga meliputi:

l ) menyiapkan f)attar Arsip Te{aga;
2) menyiapkan salinan autentik Arsip Terjaga;
3) pelaporan Arsip Terjaga kepada Kepala Arsip Nasional Republik

lndonesia.

b. Pelaporan Arsip Terjaga bentpa Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Datlar Isi
Berkas Arsip Terjaga;

DAFTAR BERKAS ARSIP TERJAGA

KeteranSan:
I ) No. : Menuliskan nornor urut Arsip Terjaga;
2) Nomor Berkas : Menuliskan nomor berkas Arsip TerjaSa;

3) Unit Pengolah/Unit Kerja: Menuliskan natna unit pengolah asal Arsip

No Nonlor
Berkas

Unit
Pengolah

Uraian
Informasi
Berkas

Jr.rmlalr KeteranSan

(l) (3) (1) (s) (6) (7)

Kurun I

wakt I

Iu
I

(2)
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4)
s)
6)

Teqaga;
Uraian Informasi Berkas : Menuliskan uraian informasi berkas;
Kurun Waktu : Menuliskan Tahun Arsip Teria9a tetciptal

Jumlah : Menuliskan banyaknya Arsip Terjaga,, misal

1 (satu) berkas; dan
Keterangan : Menuliskan keterangan berupa informasi

spesifik yang belvm/ trdak ada dalam kolom yang tersedia.
7)

DAFTAR ISI RERKAS ARSIP TERJAGA

Nomor
Berkas

Nomor
Item
Arsip

Uraian
Intbrmasi
Rerkas

TangBal Jumlah Keterangall

(1) (Z) (3) (4) (5) (6) (7)

KetetanZa1].:

1) No. : Menuliskan nomor urut Arsip Terjaga;

2) Nomor Berkas : Menuliskan nomor berkas Arsip Terjaga;

3) Nomor Item Arsip : Menuliskan nolrror itcm Arsip Terjaga;

4) lJraian Informasi Berkas : Menuiiskan uraian informasi berkas;

5) Tanggal : Menuliskan tanggal Arsip Terjaga tercipta;

6) Jumlah : Menuliskan banyaknya Arsip Terjaga, misal

1 (satu) berkas; dan

7) Keterangan : Menuliskan keterangan berupa informasi

spesitik yang belun/ tidak ada dalam kolom yan14 tersedia'

c. pelaporan Arsip Terjaga disampaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah

kegiatan;
d. Peiaporan Arsip Terjaga disampaikan dalam bentuk hard copy dar. soft copy

secira t,..anual dengan surat kepada Kepala ArsipNasional Republik Indonesia

dan melaluiJaringan Informasi Kearsipan Nasional (fIKN) dengan mengifl'put

Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga'

4. Penyerahan ArsiP Terjaga

Penyerahan Arsip Terjaga meliputi:
a.salinanautentikclarinaskahasliArsipTerjagadalambentukhardcopydan

soft copy disetahkan kepada Arsip Nasional Republik Indon esia paling lama

1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan; dan

b.PenyerahansalirranautentikdarirraskahasliArsipTerjasaolehKementerian
PPN/Bappenas kepada Arsip Nasional Republik lndonesia dilengkapi dengan

bertta acara penyerahan salinan autentik Arsip Terjaga'

No

I
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BERTTA ACAnl PEf,IERAHAT EALIIIAI{ AUTETTIT ARSIP TER.'ACA

Nomor

1 Nama

Jabatan

Dalam hal fud bcrtindal untuk dan atas nana

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

yang

2. Nama

Jabatan : .................. .......'...........'...............1

Da.lan hal ini bcrtindak untuk dan atas nana fapala Arsip Naoional Rcpublik

Indonesia (ANRI), yang selanjutnya dis€but PIHAK XEDUA

Mcnyatakan tclah mclakukan penycrahan arsiP tcrjaga scp€rti yang tcrcantum dalam

Daftar Fenyrahan Arsip Terjaga terlampir untuk disimPan di ANRI scsuai dcngan

peratuan perundang-undangan yang berlaku.

.....(tcmpat), .... (tanggEl....

PIHAK PERTAII{A PIHAK KEDUA

Pimpinan Pencipta AIsip ') KcPala ANRI

Tekrris pelaksa naan kegiatan pengelolaall Arsip Terjaga secara teknis akan

diatur lebih laniut dalam prosedur.

Ketentuan Pengelolaan Arsip Elektronik

I Jenis Arsip Elektronik rneliputi Arsip kedinasan, Arsip yang dihasilkan dari sistem

lntbrnrasi bisnis, Arsip yang berada di lingkungan dalam jafingan atau berbasis

web dan pesan elektronik dari sistem komunikasi'
Arsip El&tronik merupakal.r rekarnan kegiatan keSiatan atau peristiwa yang

dibuat danditerima sehubungan detrgan kedinasan clan tunduk pada ketentuan

Kearsipan yang sama untuk Arsip dalam format lain'
Pengel,olaan Aisip Elektronik merupakan bidang manajemen yang bertanggung

iawZb dalan pelaksarlaan kontrol yang et'isien dan sistematis tethadap

pefibtratan, penerimaan, penyimpanan, pen49una^n, dan disposisi Arsip'

termasuk proses-proses uniuk penangkapan dan pemeliharaan bukti dan

2

Pada hari ini ................ tanggal ........ bulsn ...........""""""" tahun """ "",
bertempatdi .....'.....,kamiyangbcrtandatangandibawahini:
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intbrmasi aktivitas dan transaksi kegiatan dalam bentuk Arsip Elektronik.
4. Pengelolaan Arsip Elektronlk (born tlqitat rcc-ord) dengan mengacu pada

Peraturarl Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem

Klasifikasi Keanranan dan Akses Arsip Dinamis-
5. Pengelolaan Arsip Elektronik dilaksanakan denl;an prinsip autentitas, keandalan,

keutuhan, dan ketergunaan.
6. Pengelolaan Arsip Elektronik meliputi pembuatan dan penerimaan Arsip

Elektronik, per.11unaan Arsip Elektronik, penyimpanan Arsip Elektronik,
pemellharaan dan alih media Arsip Elektronik, dan penyusutan Arsip
Elektronik.

7. Sistem pengelolaan Arsip Elektronik merupakan sistem yang dirancang secan:a

khusus untuk mengelola penciptaan, pen13.unaar., pemellharaan, dan penyusutan
Arsip Elektronik sebagai bukti dari kegiatan Pencipta Arsip.

8. Arsip Elektronik harus dikelola der.9an tepat, cian memenuhi ketentuan Jadwal
Retensi Arsip batk yang memiliki retensi pendek atau memiliki nllai gwna jangka
lama/ panjang atau permanen.

9. Klasifikasi Keamanant Dan Akses Arsip Elektronik menentukan siapa yang berhak
mengakses Arsip Elektronik yaitu menentukan dan mengimplementasikan secara

efektif hak akses (acccss pivilcge) berkaitan dengan pr'nciptaan, Wrubahan,
anotasi, pemindahan, dan pemusnahan Arsip yanq tercipta.

10. Backult data untuk menjamin keberlangsungalr intbrmasi/mencegah hilangnya
data/ inlotrnasi jika sistem mengalami nrasalah (crrot) drlakukan oleh Unit yang

membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berkoordinasi dengan
Unit Kearsipan.

1 t. Migrasi untuk menjag a data/ infornlasi agar dapat digLlnakan kembali ketika
terjadi pentbahan hardware/ software dilakukan oleh Unit yang membidangi
Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berkoordinasi dengan tlnit
Kearsipan.

72. Maintenance, kearnanan sistem dilakukan secara sentral dan periodik oleh Unit
yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

13. Pengelolaan Arsip Elektronik dilakukan sesuai tahapan dengan menggunakan
sistem intbrmasi Kearsipan yang berlaku.

14. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Arsip f,lektronik secara teknis akan diatur lebih
lanjut dalam prosedur Pengelolaatr Arsip Elektronik sesuai pedoman aplikasi
umum bidang Kearsipan dinanlis.

J. Penyusutan Arsip

penyusutan Arsip dilakukan dengan rnempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Asas

Pen)rusutan Arsip dilaksanakan berdasarkan asas pelestarian dan penyelamatan

Arsip. Ke5;iatan pen)rusutan Arsip dilakukan dengan Asas desentralisasi di sentral
Arsip Aktif (c-entral Fite\ pada Unit Pensolah setinSkat unit Pimpinan Tinggi
Madya dan Pimpinan Tinggi Pratarna di bawah koordinasi Arsiparis/ Pengelola

Arsip, dan Sekretaris ul-ttuk keSiatan pemindahan Arsip, dan Asas Sentralisasi

pada lJnit Kearsipan untuk kegiatarr pemusnahan Arsip Inaktif (berketeranSan

musnah pada ladwal Retensi Arsip) dan penyetahan Arsip Statis (berketerangan

permanen pada Jadwal Retensi Arsip).

2. Tujuan

Tujuan keSiatan penyusutan Arsip adatah untuk mengurangi jumlah Arsip di
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tempat penyirrlpanan Arsip (sentral Arsip Aktif <cl']ltral Filc)Llnit Pengolah atau

(sentrai Arsip lnaktif/ Rcc'onls cblltct) Unit Kearsipan sebagai bagian dari
pengelolaan Arsip f)inamis. Penyusutan Arsip ditakukan de n1an cara pemindahan

Arsip Inaktif dari sentral Arsip Aktif (c-e trat Fite) ke Unit Kearsipan, pemusnahan

Arsip yanS telah habis rnasa r€tensinya dan ticlak memiliki nilai guna, dan

penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia'

Proses Penlnrsutan ArsiP

Kegiatan pemindahan Arsip lnaktif, pemusnahan Arsip, dan penyerahan Arsip

St tls uaaLt proses yanS harus ditakukan dalarn perry'usutan Arsip agar tercapai

pelestarian dan penyelamatan Arsip Kementerian PPN/Bappenas secara

administratif sesuai prosedur dan ketentuan pet^tutan perundang-undangan'

a. Pemindahan Arsip Inaktif

Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan:

1) Penyeleksian Arsip lnaktif:

a) penyeleksian Arsip lnaktif dilakukan melalui Jadwal Retensi Arsip

dengan cara mellhat pada kolom retensi Aktif; dan

b) dalim hal retensi aktithya telah habis 
^tau 

terlalr'paui, maka Arsip

tersebut telah metnasuki masa inaktif atau frekuensi WnSSunaar:
Arsip yang telah menttrun (ditandai dengan pr'nSSunaan kurang

dari 5 (tima) kali dalam setahun;
Pendaftaran Arsip yanS akan dipindahkan berdasarkan hasil

penyeleksian ArsiP Inaktif;
iengecekan daftar Arsip yang akan dipindahkan dengan tisik Arsipnya;

Penataan folder dalam boks arsip berdasarkan nomor Arsip;

Pemberian label pada fblder dan boks Arsip; dan

Pelaksanaan pemindahan Arsip dengan membuat Berita Acara

Pemindahan ArsiP lnaktif.

t)
2)
3)

s)
4)
s)
6)

2)

b. Pemusnahan Arsip

PemusnahanArsipyangtelahhabisretensidanyanstidakmemilikinilaiguna.
Pemusnahan Arsip dilakukan sesuai prosedur, yaitu:

1) Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
2) Penyeleksian ArsiP;
3) Pembuatan Datlar Arsip Usul Musnah;
4) Penilaian ArsiP;
5) PermintaanPersetujuan Pemusnahan;

6) PenetapanArsip yang Akan Dimusnahkan oleh Menteri selaku pimpinan

penciPta ArsiP; dan
7\ Pelaksanaan Pemusnahan ArsiP'

c. Penyerahan Arsip Statis

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

Penyeleksian dan Pembuatan Daflar Arsip Usul Serah;

Penilaian;
Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional Republik

lndonesia;
Verifikasi dan Persetujuarl oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;4)
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5) Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan oleh Menteri selaku pimpinan
Pencipta Arsip; dan

6) Pelaksanaan Serah Terirna Arsip Statis.

Kegiatan pelr),usutan Arsip dilakukan sesuai clerlgan Jaciwal Retensi Arsip
Kernenteriarr PPN/Bappenas yang berlaku dan dilakukan oleh Panitia
Penyusutan Arsip. Ke8iata11 dan pelaksanaan penyusutan Arsip dilaksanakan
minimal 1 (satu) tahutr sekali.

Pelaksanaan Peny,usutarr Arsip diperjelas dalam Prosedur Petnindahan Arsip,
Prosedur Pemusnahan Arsip dan Prosedur Penyerahan Arsip.

K. Pemeliharaan dan Petrgamanan Arsip f) i narnis

Tujuan

Pemelilraraan dan pengantanan Arsip Dinamis merrtpakan upaya melindungi,
menSatasi, mencegah, datr mengambil langkah-langkah, tinclakan-tindakan yang
bertujuan untuk menyelamatkan Arsip-Arsip berikut informasinya (isinya) serta
menjamin kelatrgsungan hidup dari pemusnahan yang tidak diinginkan.

Tujuan pemeliltaraan datr pengarnanan Arsip Dinartis dilakukan untuk menjaga
keautentikan, keutuhan, kearnanatr, clan keselamatan Arsip- Perneliharaan Arsip
f)inamis rneliputi pemeliharaan Arsip Vital,Arsip Aktit', dan Arsip Inaktif baik yang
termasuk dalam kategori ArsipTerjaga mauptln Arsip umum.

2. Kebijakan

l)alam rangka pemeliharaan dan petlgamanan Arsip di Unit Pengolah dan Unit
Kearsipan perlu dilakukan hal- hal berikut :

a. menyediakan tempat penyimpanan Arsip Sentral Arsip Aktif (L-cntral Filc) dan
Sentral Arsip lnaktif (Recorcts Ce tci yan\ layak, berventilasi baik dan
penerangan cukup serta memberikan ruang gerak untuk mobilisasi pemakai

Arsip sesuai dengan standar dan prosedur penyimpanan Arsip yang berlaku;
b. ,rnenjaga kebersihan dan melarang segala aktivitas yang dapat mengakibatkan

kerusakan pada kertas dan media lainnya;
c. membuat klasitikasi keamanan dan akses Arsip sesuai tingkat kepentingan dan

kerahasiaatr;
d. rnelakukan kegiatan turnigasi dan anti rayap secara rutin; dan
e. melakukan alih media Arsip, konversi, dan reproduksi Arsip jika dibutuhkan'

lJ. Pelaksanaan Pemeliharaan Arsip Dinamis

a. Pemeliharaan mempakan suatu kegiatan memelihara dan merawat dalam

rangka nrenyelamatkan dan menganratrkan Arsip baik secara fisik maupun
informasi dari kerusakan dan kehilangan.

b. Lrrltrlk menghindari dan mencegah kerrrsakan tersebut, perlu diketahui
berbagai penyebab kerusakan Arsip, bagaimana mencegah kerusakan Arsip
serta bllarnana diperlukan cara mengatasi nya sebagai berikut:

1) Penyebab kerusakan Arsip dari dalant dan dari luar:

a) jenis kertas yang berkualitas rendahl
b) tinta dan pita mesin ketik atau komputer yang berkualitas rendah;

I
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c) pen:4gunaan lem/ pasta tertentu;
d) kelalaian manusia;
e) debu;
l) kelembaban udara;
g) air dan api;
h) seran5;54a, rayap, dan sejenisnyal dan
i) sinar matahai;

2) Pencegahan kerusakan Arsip:

a) mengSunakan kertas tinta atau pita mesin ketik/komputer dengan
kualitas yang balk dalam setiap pembuatan tulisan dinas tervt,ma
untuk tulisan dinas yang penting;

b) rnenjaga kebersihan ruangan / gud,anS tempat penyimpanan Arsip
dengan membersihkannya secara rutin;

c) mengatur temperatur ruangan berkisar antar^ l8O Celcius (C)

sampai dengan 22OC (menggunakan pengatur suhu).
d) menghindarkan ruangan Arsip dari kebocoran dan bahan-bahan

yang mudah terbakar',
e) menghindari sinar matahari langsung masuk ke fltangan Arsip; dan
0 tidak merokok, membuang sampah, atau menyimpan makanan di

ruang penyimpanan Arsip;

3) Cara naentatasi kerusakan Arsip:

a) memperbaiki halaman yang robek. Halaman yang robek tidak boleh
direkat dengan ccllulosc tapc karena akan menambah kerusakan
pada kertas. Untuk memperbaiki gunakan tisu/kertas tipis yanS kuat
sebagai penambal disatukan dengan acetate foil dan dilakukan di atas
kaca. Arsip yang rusak berat dan bernilai guna tinggi dapat dilakukan
koordinasi Unit Kearsipan dan ANRI untuk penanganan lebih lanjut;

b) memperbaiki Arsip yang terbakar. Arsip yang hangus terbakar sedikit
dibungkus keftas/tisu secara lepas kemudian dimasukkan ke dalam
peti, selanjutnya koordinasikan dengan Unit Kearsipan dan ANRI
untuk penanganan lebih lanjut; dan

c) memperbaiki Arsip yang basah/terendam air. Tindakan yang
dilakukan untuk Arsip yang basah/ tersiram air adalah sebagai
berikut:

( 1) bersihkan kotoran/lumpur yanS menempel di permttkaan Arsip
dengan menggunakan kapas yang lembab sebelum membuka
ikatan himpunan Arsipl

(2) tempelkan kapas tersebut pada kotorannya tidak boleh
menggosok-gosok karena akan menambah kerusakan;

(3) keluarkan ai yang terkandung dalam himpunan Arsip dengan
cara rnenekan secara perlahan serta hati-hati;

(4) jangan memisahkan Arsip yang masih dalam keadaan basahl
(5) jika menghadapi kertas yang berselaputbahan kimia, maka kertas

dapat dipisahkan dengan hati-hati walauput.t dalam keadaan
basah kemudian selipkan sehelai kertas plastik (polythenon) di
antara kertas yang satu dengan kertas lainnya;

(6) keringkan Arsip dengan menggunakan kipas angin dan jangan
meniemur Arsip di bawah rnatahari;

(7) letakkan di atas rneja / lantai yang bersih yang dialasi kain
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penyerap;

(8) setelah kering benar dapat dfuatakan dengan alat presl dan
(9) Koordinasikan seluruh proses perawatan dan perbalkan

kerusakan Arsip dengan Unit Kearsipan dan ANRI jika diperlukan.

4) mengatasi jamur/ cendawan:

a) Hilangkan jamur / cendawan dengan campuran thynol dan spititus
atal carr:.purar. acetone dengan air, cannp:uran tersebut han s
mengandung air 4Oo/o (empat puluh persen); dan

b) melaksanakan t'umigasi baik penyemprotan maupun deng;an cara
penSu.apal1.

4. Alih Media Arsip

Dalan rangka pemellharaan dan layanan informasi Arsip Dinamis, Unit
Pengolah dan Ullit Kearsipan di lingkungan Kementerian ppN,/Bappenas dapat
melakukan Alih A4edia terhadap Arsip yang dikelolanya.
Alih Media Arsip adalah penp;al|Lran informasi Arsip ke dalam bentuk dan
nl.edia yarl.g lain dari bentuk dan media Arsip aslinya.
Alih media dapat dtlakwkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Alih Meclia dilaksanakan dalam bentuk d an lrredia apapwn sesuai dengan

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan
peratvran perundang-undangan; dan

2) Alih Media Arsip dilakukan dengan prasarar.a dan sarana yang sesuai
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Prasarana dan san:ana Alih Media Arsip harus memperhatikan hal sebagai
berikut:

1) Dapat menampilkan kembali irrformasi elektronik dan/ atat dokumen
elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-un dangan;

2) dapat melindungi ketersediaan, keuLtuhan, keautentikan, kerahasiaan.,
dan keteraksesan intbrmasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem
elektronik tersebu t;

3) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

4) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan
baLrasa, intbrmasi, atau simbol yar.g dapat dipahami oleh pihak yang
bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

5) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk fienjaga kebarsan,
kejelasan, dan kebertangg lungtrawaban prosedur atau petunjuk.

c. Prioritas Alih Media Arsip

Alih Media Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas Pelaksanaan
alih media dengan pertimbangan pada kondisi Arsip dan nilai informasi.

Pertimbangan prioritas Pelaksanaan allh nedia berdasarkan pada kondisi
Arsip antara lain:

a. Ketentuan Alih Media Arsip
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I) Arsip dengan kondisi rapuhlrcntan nrengalami kerusakan secara fisik;

2) Arsip elektronik dengan forrrrat data versi larna yang perlu diperbartri
dengan versi barul atau

3) Intbrmasi yatg terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara
sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi.

Pertimbangan berdasarkan nilai intbrmasi dilJ.amakan terhadap:

l) Bedasarkan Fr-raturan perundang-undangan tentang keterbukaan
inlbrmasi publik har-us diumumkan secara serta merta; dan

2) Arsip yang berketerangan permanen dalamJRA.

d. Pelaksanaan Alih Media

1) Unit Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan Alih
Media harus membuat berita acara yang disertai dengan daftar Arsip
yang dialihmediakan.

2) Berita Acara Alih Media paling sedikit memuat:
a) waktu pelaksanaan;
b) tempat pelaksanaan;
c) jenis media;
d) jumlah Arsip;
e) keterangan proses Alih Media yang dilakukan;
t) pelaksana; dan
B) penanda tangan oleh pirnpinan unit kearsipan.

3) Daftar Arsip f)inamis yang dialihmediakan paling sedikit memuat:
a) Unit Pengolah;
b) nomor urut;
c) jenis Arsip;
d) jumlah Arsip;
e) kurun waktu; dan
t) keterangan.

4t Arsip yang bernilai Buna kebuktian (cuidentiai yang telah
dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Kriteria Arsip yang bernilai guna kebuktian (evidcntial) Kementerian
PPN/Bappenas terdiri atas:
a) menrpakan bul.ti keberadaan, p.rubahan, pe.rnbubaran organisasi;
b) mempakan bukti dan informasi tentanS kebijakan strategis

organisasi;
c) mempakan bukti dan inlbrmasi tentang kegiatan pokok organisasi;
d) merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan

komunitas klien yang dilayani;
e) merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasil
f) memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk

tujuan keilmuan, budaya, atau historis;
8) berisi bukti dan informasi tentang kegiat^n penting bagi stake holdcr

internal dall eksternal;
h) Arsip hasil Alih Media Arsip diautentikasi oleh Menteri Perenca aan

Pe mbangunan Nasio nal / Kepala Badan P er enc anaan ?emb angun an
Nasional dengan rnemberikan tanda tertentu yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Arsip hasil Alih Media; dan
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i) Autentikasi arsip hasil alih rnedia dalam bentuk tanda tertentu yang
dilekatkan dapat dilakukan dentan tnetode antara lain:
(1) digttal signaturc (rccuriq);
(2) public kcy/privatc kcy (akscs);
(3) wateruafk (copJ.tigh t); ataa
(4) mctode lain scsuai dengan perkembangan teknotogi.

Teknis Pelaksanaan Alih Meclia Arsip akan diatur lebih lanjut dalarn Pr.osedur
Alih Media Arsip.
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BAB IV

PEMBINAAN KEARSIPAN

A- Asas

Pembinaan Kearsipan dilakukan berdasarkan Asas Sentralisasi yaitu dilakukan oleh
Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha pimpinan selaku Unit
Kearsipan.

B- Tujuan

Tujuan Pembinaan Kearsipan adalah untuk meningkatkan mutu penyelen ggaraan
Kearsipan secara terus nlenerus tethadap et'ektivitas kebijakan kualitas dan
kuantitas SDM Kearsipan, implementasi sistern Kearsipan dan strmber daya
Kearsipan, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
selurrrh Unit Pengolah di lingkungan Kerrlenterian ppN/Bappenas.

C. Ruang Lingkup Perr.binaan Kearsipan

Pembinaan Kearsipan di lingkungan Kementerian ppN/Bappenas meliputi:
I. pengembangan SDM Kea rsipa n;
2. koordinasi penyelenggaraan Kearsipan;
3. penyusunan Pedoman d,an Standar Kearsipan;
4. pelatlhan Kearsipan;
5. sosialisasi dan birnbingan teknis Kearsipan; dan
6. pengawasan Kearsipan.

D. Pengembangan SDM Kearsipan

Pelaksanaan pengembangarl Arsiparis di lingkungan Kementerian ppN/Bappenas
dilakukan melalui upaya :

l. penambahan kuantitas SDM Kearsipan;
2. pengembanSan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis melalui koordinasi

penyelenggara anl pengafifian, seda pengawasan pendidikan dan pelatlhan
Kearsipan;

3. pengaturan rr-ran dan kedudukan ltukum Arsiparis; dan
4. penyediaan iaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk SDM Kearsipan.

E. Koordinasi Penyelenggaraan Kearsiparr

Koorclinasi penyelenggaraan Kearsipan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan
et'ektitivitas kinerja kearsipan di selrtruh Unit Per.rgolah cli lingkrrngan Kementerian
PPN/Bappenas. Tanggung jawab pelaksanaatr koordinasi penyelenggaraan Kearsipan
adalah Unit Kearsipan dan dilaksanakan rninintal 1 (satu) kali dalam l (satu) tahun.

F. Penyrsunan Pedoman dan Standar Kearsipan

Pen)'usunan pedoman dan standar kearsipan dilakukan untuk memberikan arahan
dan acuan teknis pelaksanaan kegiatan kearsipan di seluruh Unit Pengolah
Kementerian PPN/Bappenas.

G. Pelatihan Kearsipan



Pelatihan Kearsipan dilakukan untuk rneningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap
dan perilaktr ser.ta keterampilan dan keal-Llian sDM Kearsipafl sehingga manrpu secara
prot'esional melaksanakan tugas dan tungsi bidang Kearsipan di lingkunlEan
Kementerian PPN/Bappenas.

Jenis pelatihan Kearsipan terdiri dari pelatihan kedinasan dan kursus-kursus, baik
dilakukan secara internal Kementerian PPN/Bappenas maupun eksternal oleh Arsip
Nasional Rl dan/ atau l*mbaga diklat kearsipan lain.

Mekanisme pelatihan Kearsipan diawati dengan rnasukan kebutuhan Unit pengolah
kepada Unit Kearsipan dan dilanjutkan dengan penllaian usulan kegiatan oleh Biro
Sumber Daya Manusia. Persetujuan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
kompetensi Kearsipan dilakukan dan menjadi tan1gung jawab Unit Teknis, Biro
Surnber f)aya Manusia berkoordir1asi dengan Unit Kearsipan.

H. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan

Sosialisasi dan birrrbingan teknis Kearsipan dilakukan untuk menin5gkatkan kesadaran,
pemaharnan, dan kentarrrpuarl teknis SDM Kearsipan terhadap kebijakan, NSPK, dan
implementasinya sehinl4;a nrampu mengantisipasi pennasalahan yang terjadi dalam
kegiatan Kearsipan. Untuk kegiatan rutin bimbingan teknis Kearsip an rnenjad.i
langgung jawab Unit Kea rsipan.

l. Pengawasan Kearsipan

Tujuan

Penga\Masan Kearsipan di lingkungan Kementerian PPN,/Bappenas adalah :

a. menjamin sistern dan prosedur pengelolaan Arsip f)inamis diimplementasikan
sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga memberikan
outcomc yang diingi nkan;

b. nreningkatkan sistern pengelolaan Arsip f)inamis;
c. menjamin et'ektivitas dan kesesuaian sistem; dan
d. pemenuhan secara hukum untuk meyakinkan pimpinan tentang

pelaksanaan sistenr manajernen Arsip (records managemenfi -

2. Kebijakan

a. pcngawasan seharusnya menilai kinerja Arsiparis/Pengelola Arsip dan
kepuasan pengSuna sistem pengelolaan Arsip;

b. kebijakan penyelenggaraan Kearsipan adalah Lenchmark bagi rr.laksar.aan
penSawasan;

c. perbaikan terhadap sistem pengelolaan Arsip Dinamis segera dilakukan jika
ditemukan ketidaktepatan atau ketidakefektiv an; dan

d,. pengawasan kepatuhan seharusnya didokumentasikan dan dibuatkan laporan
sebagai catatan yang sangat berguna dan diperlukan untuk perbaikan yang
berkelanjutan.

3. TanggungJawab

Pelaksanaan pengawasan Kearsipan secara teknis substantif menjadi tanggung
jawab Unit Kearsipan. Sedangkan pelaksanaan pengawasan Kearsipan secara
fun56sional menj adi tanggung jaw ab Inspektorat.

I
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4. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan

PPN/Bappenas terdiri atas dua kegiatan pengawasanl yaitll':.
Kearsipan eksternal dan Pengawasan Kearsipan internal:

Kementerian
Pengawasan

a Pengawasan Eksternal
1) Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia kepada Unit Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas
selaku Pencipta Arsip sebagai objek pengawasan.

2) Unit Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan keperluan
administrasi dan dokumen pendukurr5; serta melakukan koordinasi
dengan Unil Peng,ola h.

3) Pengawasan Kearsipan Eksternal menghasilkan nilai hasil pengawasan
Kearsipan eksternal untuk Kementerian PPN/Bappenas selaku Pencipta
Arsip.

b. Pengawasan Internal
1) Pengawasan Kearsipan Internal menjadi tanggvng jawab Kementerian

PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dibantu tim
penSawas Kearsipan internal pada seluruh Unit Pengolah sebagai objek
pengawasan-

2) Tim pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri/Kepala Badan
melalui Sekretaris Kententerian PPN,/Sekretarias Utama Bappenas dengan
unsur keanggotaan mengacu pada ketentuan t:r'ratvrar. pe.ntndang-
undangan-

3) Pelaksanaan pengawasall Kearsipan Internal meliputi:
a) pr-ngawasan sistem Kearsipan Internal yanlg terdiri dari:

(1) pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan Arsip,
penSgunaan Arsip, perneliharaan Arsip, dan peny-rsutan Arsip;
dan

(2) sumber daya Kearsipan yanS meliputi sumber d.aya manusia
Kearsipan, prasarana, dan sarana.

b) pengawasan pengelolaan Arsip Aktif.
(1) Pengawasan pengelolaan Arsip Aktif dilaksanakan setelah

kegiatan penSawasafl sistem Kearsipan Internal selesai dilakukan;
dan

(2) Aspek penilaian dalan.r pengawasan pengelolaan Arsip Aktif
meliputi Pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif yang
disesuaikan dengan daftar isian Wlaksanaan anggaran masing-
nrasing Unit Pengolah.

c) Pelaksanaan penSawasan Kearsipan Internal menghasilkan nilai hasil
penSawasan Kearsipan Internal senlentara.
(1) Nilai hasil pengawasan Kearsipan lnternal semet'ltara diverifikasi

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
(2) Perolehan nilai dari hasil pengawasan Kearsipan Illternal )'an8

telah diverifikasi ditetapkan sebagai nilai pengawasan Kearsipan
lnternal.

(3) Penetapan nilai trrengawasan Kearsipan Illternal dilakukan oleh
Menteri/Kepala Badan melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Utama Badan.

(4) Nilai hasil Pengawasan Kearsiparr Internal harrrs dilaporkan
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kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat pada
akhir Agustus pada tahun berjalan.

d) laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)
(1) Dalarn rangka penyusunan laporan hasil Pengawasan Kearsipan

Internal, Tim Pengawas Kearsipan lnternal Kementerian
PPN/Bappenas nrenyusun LAKI terhadap setiap objek
pengawasan,

(2) LAKI ditand,atangani oleh pimpinan Unit Kearsipan serta
disampaikan kepada setiap objek pengawasan.

(3) Selain men)rusun LAKI, Tim Pengawas Kearsipan Internal
Kernenterian PPN/Bappenas men)rusull LAKI konsolidasi yang
merupakan gabungan hasil Pengawasan Kearsipan pada selurrrh
objek pengawasan.

(4) LAKI konsolidasi ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan.
(5) LAKI konsolidasi ditembuskan kepada Kepala ANRI setiap tanggal

31 Agustus setiap tahun anrylaran sebagai bahan penyusunan
Laqan Hasil Pengawasarr Kearsipan Nasional.

Pengawas Kearsipan
Dalam penyelengfiaraan Pengawasan Kearsipan lnternal dibentuk Tim
Pengawas Kearsipan Internal Kementerian PPN/Bappenas.
Tim Pel-ISawas Kearsipan Internal Kementerian PPN/Bappenas dalam
melaksanakan tuSasnya bekerja sama dengan Unit Kearsipan
Kernenterian PPN/Bappenas.
Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian PPN,/Bappenas ditetapkan
oleh Menteri.
Tim Pengawas Kearsipan lnternal Kementerian PPN/Bappenas harus
memiliki kompetensi Perrgawasan Kearsipan.
Untuk nlemenuhi kompetensi PenSawasan Kearsipan, Tiln Pengawas
Kearsipan Internal Kernenterian PPN/Bappenas hams rnengikuti
bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan.
Bimbingan teknis atau penclidikan dan pelatihan PenSawasan Kearsipan
dilaksanakan oleh ANRI danlatau Unit Kearsipan Kementerian
PPN,/Bappenas bekerjasama dan,/ atau berkoordinasi dengan ANRI.
Dalam pembentukan Tim Pengawas Kearsipan lnternal Kernenterian
PPN,/Bappenas, perlu nrenrlxrhitungkan jurnlah objek per-tgawasan,
alokasi waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia.

2)

:3)

4)

s)

(;)

7)

d. Per.rgawasan atas pelaksanaan penyelenggataan Kearsipan Kementerian
PPN/Bappenas merrghasilkan nilai yang merupakan akumulasi nilai
Pengawasan Kearsipan Eksternal dan nilai PenSawasan Kearsipan Internal.
l) Nilai pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan

Kementerian PPN/Bappenas berlaku ketentuan *bagai berikut:
a) nilai pengawasan Kearsipan Eksternal memiliki bobot 607o (enam

puluh persen).
b) nilai pengawasan Kearsipan lnternal memiliki bobot 4Oo/o (ernpat

puluh persen).
2) Nilai hasil pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan

rrrenjadi acuan dalann menentukan indeks kinerja penyelenggaraan
Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas selaku Pencipta Arsip.

lJ) Nilai dan kategori atas hasil PenSawasan Kearsipan yang diperoleh objek



pengawasan terdiri dari:
a) nilai > 9O-1OO (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus)

dengan kateSori AA (sanSat memuaskan);
b) nilai > 80 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan

puluh) den2gan kategori A (memuaskan);
c) nilai > 70 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh)

dengan kategori BB (sangat baik);
d) nilai > 60 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh)

dengan kategori B (baik);
e) nilai > 50-60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh)

dengan kategori CC (cukup); dan
0 nilai > :lO 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh)

dengan kategori C (kurang); dan
nilai O - 3O (nol sampai denllan tiga puluh) clengan kategori f)
(sangat kuranS;).

e. PenSawasan atas peneS akan peratwan perundang- und,angan di bidang
Kearsipan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan
penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan peraturan pentndang-
undangan. Pengawasan atas penegakan per aturan perundang-un dangan di
bidang Kearsipan meliputi:
I ) aspek administratif; dan
2) aspek pidana.

f. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan
1) Unit Kearsipan sesuai derrgan kewenangannya sebagai perr.bina

kearsipan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan monitorinS
terhadap Unit PenSgolah atas WLaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan
Kearsipan.

2') Monitoring rnelibatkan Tirn Pengawas Kearsipan Internal Kementerian
dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan
kepada Menteri / Kepala Badan melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Badan.

3') Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengukur tingkat
perkenrbangan dan status tindak lanjut hasil Pengawasa n Kearsipan pada
objek pengawasan.

4) Kegiatan monitoring clilaksanakan setelah dilakukan kegiatan Audit
Kearsipan.

Pelaksanaan kegiatan nlonitoring atas pelaksanaan t\ndak lanjut hasil
Pengawasan Kearsipan mengqunakan instrumen monitorinS Kearsipan.
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BAR V
SUMBER DAYA KEARSIPAN

A. Sumber f)aya Manusia Kearsipan

2. 'fanggung Jawab SDM Kearsipan

a. pejabat struklural di bidang Kearsipan mempunyai tangg;Lng jawab
melakukan perencafiaan ) pen],usunan program, pengaturan, pengend.alian
pelaksanaan kegiatan Kearsipan, qr-ngawasan serta pengeloia an surnber d.aya
Kearsipan;

b. Arsiparis mempunyai tanl{aung jawab melakukan kegiatan teknis kearsipan
pada Unit Pengolah di Kementerian ppN,/Bappenas sesuai ketentuan dan
p e r atur an p etund ang - t nda ng,an;

c. Pengelola Arsip yang ditunjuk melalui keputusan mempunyai tanggu ng jawab
melakukan keSliatan teknis Kearsipan sesuai tugas-tugas Kearsipan yang
diberikan oieh pimpinan Unit pengolah, termasuk mernellhara d,an
mengamankan fisik dan informasi Arsip;

d. Sekretaris yang ditunjuk melalui keputusan mempunyai tanggung jawab
melakukan kegiatan teknis Kearsipan sesuai tugas-tugas Kearsipan yang
diberikan oleh pimpir.ran L_Init pengolah, termasuk rnemelihara d,an
mengamankan fisik dan informasi Arsip; dan

e. SDM Kearsipan memiliki tanggung jawab mengelola Sentral Arsip Aktif
(Central Flle) dan/ atau Sentral Arsip tnaktif (Records Center).

3. Tugas Pokok SDM Kearsipan

pejabat struktural di bidang Kearsipan melaksanakan tugas pokok
menyelenggarakan Kearsipan di lingkungan Kementerian ppN/Bappenas;
Arsiparis yang melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan pada Unit pengolah di
lingkungan Kementerian PPN/Bappenas meliputi:
1) pengelolaan Arsip Aktif yaitu terdiri atas penerima an dan pernb:uatan

Arsip dalam rangka penciptaan Arsip, verit'ikasi autentisitas Arsip yanlg
terciptal penberkasan Arsip Aktif,, identifikasi dan allh media Arsip Aktif,

1

sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan di ringkungan Kementerian ppN/Bappenas
terdiri atas pej^bat strrrktural di bidarrg Kearsipan, Arsiparis/ pengerola Arsip,
Sekretaris yang ditunjuk melalui keputusan penugasan. Kecludukan, tan ggung jawab,
tugas pokok dan kualifikasi SDM Kearsipan sebagai berikut:

Kedudukan Sf)M Kearsipan

a- pejabat st.uktural di bidang Kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga
manajerial yang mempunyai fungsi, tugas, d an tanggung jawab melaksanakan
kegiata n manajemen Kea rsipan;

b. Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebaga i tenaga profesional yang
memiliki kemandirian clan independen dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya;

c. Pengelola Arsip yang ditunjuk melalui keputusan penugasan mempunyai
kedudukan yang sarna dengan Arsiparis dalam melaks anakan tugas dan
fungsinya; dan

d. Sekretaris yang ditunjuk melalui keputusan penugasan mempunyai
kedudukan yang sama dengan Arsiparis dalam melaks anakan tugas jan
fungsinya.

a

b
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identifikasi dan penilaian Arsip Aktif' yang akan diautentikasi dalam
rangka alih rnedia dan pengelolaan Arsip Vital serta pengelolaan Arsip
Terjaga;

2) nrelaksanakan kegiatan layanan Arsip Aktif dengan cepat, tepat dan
benar.

3) melaksanakan identitikasi, penilaian darr verifikasi Arsip dalam rangka
pemindahan Arsip Inaktif;

4t melaksanakan pemindahan Arsip Inaktif;
Sekretaris dan/ atau Pengelola Arsip yang ditunjuk melalui pen]ugasan
melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan sesuai tugas yang diberikan oleh
pimpinan Unit Pengolah, meliputi:
1) melakukan penyimpanan Arsip Aktif (pemberkasan);
2) memelihara dan mengamankan fisik dan informasi Arsip;
3) mengelola Sentral Arsip Aktil (c-c-ntral Filc); dan
4) melaksanakan pemindahan Arsip Inaktif.

d. Arsiparis yang melaksarrakan kegiatan teknis Kearsipan pada Unit Kearsipan
di lingkungan Kenlenterian PPN/Bappenas rneliputi:
1) pengelolaan Arsip Inaktif yaitu terdiri alas penataan dan pembuatan

Arsip Inaktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, identifikasi dan
alih media Arsip Inaktif dan Arsip Vital, identifikasi, penilaian dan
veritikasi serta pe n),'usu nan daftar Arsip yang akan dinrusnahkan,
pelaksanaan pernusnahan Arsip berdasarkan prosedur yang berlaku,
identifikasi, penilaian dan veritikasi arsip dalam rangka penyerahan
Arsip Statis, melaksanakan penyerahan Arsip Statis berdasarkan prosedur
yang berlaku, pelaksanaan layanan Arsip Inaktif dan Arsip Vital dengan
cepat, tepat., dan benar; dan evaluasi dan penilaian pengelolaan Arsip
Dinamis-

2) pembinaan Kearsipan yaitu terdiri atas bimbingan teknis Kearsipan,
bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan Kearsipan, sosialisasi
Kearsipan, pemantauan, pengelolaan dan penataan Kearsipan (PSK),
pengawasan Kearsipan, penyusunan norma,, standar, prosedur dan
kriteria (NSPK) dan standar operasional prosedur (SOP) Kearsipan yang
berlaku di lingkungan Kententerian PPN,/Bappenas clan kegiatan
pengolahan dan penyajian Arsip menjadi infornrasi.

e. Sekretaris dan / atau Pengelola Arsip yang ditunjuk melalui penugasan
melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan sesuai tugas yang diberikan oleh
pirnpinan Unit Kearsipan, meliputi:

t) menerima pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah.
2) melakukan penataan Arsip Inaktil
3) nremelihara dan mengannatrkan fisik dan intbrmasi Arsip;
4) mengelola Sentral Arsip lnaktil (Records L:entet).

4. Kualifikasi SDM Kearsipan

a. pejabat struktural dt btdang Kearsipan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1) sarjana (Sl) di bidang Kearsipan; atau
2) sarjana (S1) di bidang selairi Kearsipan dan telah mengikuti serta lulus

pendidikan dan pelatil.ran Kearsipan yang dipersyaratkan;
3) memiliki kemampuan manajerial;
4) berdedikasi tinggi;

c
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5) profesional.

b. Arsiparis memiliki kualit-ikasi sebagai berikut:

1) sarjana (SI) atau Diploma di bidang Kearsipan; atau
2) sarjana (Sl) atau f)iplorna di bidang selain Kearsip an dan telah

mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan Kearsipan yang
dipersyaratkan;

3) berdedikasi tinggi; dan
4t profesional.

c. Penlgelola Arsip, Sekretaris yang ditunjuk melalui keputusan penugasan
memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1) minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
2) Sekretaris dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahur.;
3) Pengelola Arsip dengan pengal aman dibidang Kearsipan mini mal 2 (duaJ

tahur.;
4) telah mengikuti s€rta lulus pendidikan dan pelatib,an Kearsipan

yang dipersyaratkan;
5) berdedikasi tinggi; dan
6) prot'esional.

Setiap Unit Pengolah di tingkat unit Pimpinan Tinggi Madya dan unit pimpinan
Tinggi Pratam a wajlb memiliki Arsiparis/ Pengelola Arsip/Sekretaris sebagai
tenaga pengelola teknis Kearsipan.

Kegiatan pengembangan Arsiparis di Kementerian ppN/Bappenas dilakukan
melalui koordinasi antara:
a. Atasan langsung sebagai penanlqgung jawab pentbinaan teknis Kearsipan;
b. Biro Sumber Daya Manusi a sebagai penanggung jawab pembinaan

administratif; dan
c- Unit kearsipan sebagai penang5;ung jawab pernbinaan profesi Kearsipan

dalam menjalankan kegiatan pelatihan, seminar, dan pengetnbangan
kompetensi tenaga kearsipan lairrnya.

B. Prasarana dan Sarana Kearsipan

l*mbaga pencipta Arsip wajib menyediakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai
dengan standar Kearsipan untuk pengelolaan Arsip sebagailrrana diattr d,alam
Undang-Undang Kearsipan. Pemanfaatan dan pengentbangan prasaran a d,an sarana
Kearsipan dapat disestraikan dengan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi.
Prasarana dan sarana Kearsipan terdiri atas instrumen pengelolaan Arsip (software),
int'rastruktur dan pf'ralatan Kearsipan.
l. Instrumen Pengelolaan Arsip

Instrumen pengelolaan Arsip merupakan saran (software) yang digunakan
sebagai pedoman dasar pelaksanaan pengelolaan Arsip mulai tahap penciptaan
Arsip, penggunaan dan pemeliharaan Arsip sampai pen)rusutan Arsip di
Kementerian PPN/Bappenas, yang terdiri dari:
a. Tata Naskah Dinas;
b. Klasifikasi Arsip;
c. Jadwal Retensi Arsip (JRA); dan
d. Klasitjkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Setiap instrumen pe ngelolaan Arsip wajib clit etapkan dalamperaturan yang dibuat
sesuai den8an kebutuhan dan perkembangan organisasi.



_40_

2. Infrastruktur

Ruan5; simpan Arsip yang digttnakan khusus untuk penyimpanan Arsip
merupakan bagian dari infrastruktur Kearsipan. Setiap ruang simpan Arsip perlu
memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
a. Kearuanan

Penempatan ruangan Arsip berada pada ruangan teftutup dan Ltebas dari
aktivitas selain kegiatan Kearsipan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya
akses, pengubaltan, dan pemindahan Arsip oleh yang tidak berhak- Ruang
Arsip harus memiliki sarar.a pongaman kebakaran yanlg memadai sesuai
standar khusus Arsip dan peraturan perundang-un dangan.

b. Et'ektivitas

Ruangan arsip harus mempertintbangkan kelancaran pola kerjadan terletak di
tempat yang mudah dijangkau.

Suhu/Temperatur dan Kelembaban Udara

Suhu/Temperatur dan tingkat kelembaban udara yang ideal untuk
menyin.rpan Arsip harus dljaga dengan baik. Bagi ruang simpan Arsip yang
tidak ber -AC harus mempunyai ventilasi yang memadai guna mengat:ur udara
pada kondisi panas atau dingin.

d. Kebersihan

Perneliharaan lingkungan Arsip perlu memperhatikan kebersihan
rtangan/tempat penyimpanan Arsip dan Arsip itu sendiri.

Ruang simpan Arsip di Kementerian PPN,/Bappenas meliputi:
I) Ruang Sentral Arsip Aktit' (c-entral File) di Unit pengolah setingkat unit

Pejabat Pinrpinan Tinggi Pratatta; d.an
D Ruang simpan dan gedung Sentral Arsip lnaktil (Records Centet) di tJnit

Kearsipan.

3. Peralatan Kearsipan

Untuk penyimpanan Arsip dibutuhkan peralatan kearsipan sebagaiberikut:
a. tblder;
b. ordner;
c. gaidc/ sekat;
d. filing cabinel;
e. boks Arsip;
f. Label (identifikasi pada boks Arsip), yang sekurang-kurangnya berisi

keterangan:
I ) Unit Pengolah;
2) tahunpenciptaanArsip;
3) nomor urut boks Arsip; dan
4) Nomor folder dalam boks;

g. Buku Peminjarnan Arsipl
h. Formulir Pen.rinjaman Arsipl
i. Rak Arsip

Rak Arsip dapat berupa rak tidak bergerak (rak statis) atau rak bergerak
(mobilc rack,l yang dipergunakan untuk menempatkanbks boks Arsip.

C
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Lemari Arsip
lemari Arsip yang digunakan untuk menyimpan Arsip khusus seperti Arsip
Vital, Arsip Terj^g dan Arsip rahasia yang dilengkapi dengan kunci
peng tnar. untuk membatasi akses.

Persyaratan prasarana dan sarana kearsipan dalanr pengaturan lokasi, konstruksi,
dan tata ruang gedung, nlang perlyimpanan arsip serta spesitikasi peralatan
pengelolaan Arsip berclasarkan standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional
Republik Indonesia.

C. Pendanaan

Alr.gsatar. kegiatan dalam penyeleflggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas disediakan baik oleh unit pengolah maupun oleh Unit Kearsipan,
sesuai dengan kewenangannya xba24aintana tercantum dalam Datlar Isian
Perencanaan Anggaran (DIPA) Kernenterian PPN/Bappenas setiap tahun anggaran.

Program kearsipan antara lain:
1. penJrusunan kebijakan Kearsipan;
2. Pembinaan Kearsipan (BirnbinSan teknis, bimbingan konsultasi, sosialisasi,

workshop dan lain - lain) ;
3. Pengembangan Sumber f)aya Manusia (sertifikasi, Pendidikan dan yx.latlhan dan

lain-lain);
4. Pengelolaan Arsip;
5. Pengawasan Kearsipan; dan
6. Penyediaan prasatar.a dan sarana Kearsipan-

.I
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BAB VI
PENUTUP

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional menjadi arahar. atalu ac:uar. yang digunakan untuk
penyelengSaraan Kearsipan sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan
perundang-un dangan.

Dengan dilaksanakannya penSelolaan Arsip Dinamis berdasarkan kebijakan
Penyelenggaraan Kearsipan ini diharzpkan akar. dapat tercipta suatu pelayanan
informasi yang hrsumber dari bahan Arsip secara lebih et'ektif dan efisien yang
pad.a d.asarnya akan sangat mendukung kelancaran penyeleng5garaan tugas pokok
dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas-

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan ?erencanaan
Pembangunan Nasional ini agar disosialisasikan kepada seluruh
pejabat/ pegaw ai / pelaksana untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mf,NTERI PERf,NCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SLIHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-Z=-
RR. Rita Erawati

ttd.


